SKRIPSI
ANALISIS HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP TINDAK

PIDANA JAMINAN FIDUSIA(Studi Kasus Putusan
No0.51/Pid.Sus/2020/PN.Pre)

£\

S

121

- 1]

PAREPARE

OLEH

HILDA ATIRMAN
NIM: 18.2500.056

PROGRAM STUDI HUKUM PIDANA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE

2023



ANALISIS HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP TINDAK
PIDANA JAMINAN FIDUSIA(Studi Kasus Putusan
No0.51/Pid.Sus/2020/PN.Pre)

OLEH

HILDA ATIRMAN

NIM: 18.2500.056

Skripsi Sebagai Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
(S.H) Pada Program Studi Hukum Pidana Islam Fakultas Syariah dan
IlImu Hukum Islam Institut Agama Islam Negeri Parepare

PROGRAM STUDI HUKUM PIDANA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE

2023



PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING

Judul Skripsi

Nama Mahasiswa
NIM

Program Studi
Fakultas

Dasar Penetapan Pembimbing

Pembimbing Utama
NIP
Pembimbing Pendamping

NIP

Pidana Jaminan Fidusia

: Hilda Atirman

: 18.2500.056

: Hukum Pidana Islam

: Syariah dan [Imu Hukum Islam

: Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Tindak

: Surat penetapan pembimbing skripsi Dekan

Fakultas Syariah dan [lmu Hukum Islam

Nomor 1154 tahun 2021

Disetujui Oleh:

: H. Islamul Hag, Lc., M.A.
: 198403122015031004
: Andi Marlina, S.H..M.H., CLA.

: 198905232019032009

Mengetahui:

-

o




PERSETUJUAN KOMISI PENGUJI

Judul Skripsi . Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Tindak
Pidana Jaminan Fidusia

Nama Mahasiswa : Hilda Atirman

Nomor Induk Mahasiswa : 18.2500.056

Program Studi : Hukum Pidana Islam

Dasar Penetapan Pembimbing : SK Dekan FAKSHI IAIN Parepare
Nomor: 1154 Tahun 2021

Tanggal kelulusan : 31 Januan 2023

Disahkan oleh Komisi Penguji

H. Islamul Haq, Lc., M.A (Ketua )
Andi Marlina, S H. M. H,, CLA. (Sekertaris)
Dr. Hj. Saidah, S.HI., M.H. (Penguji 1)
Dr. Fikri, S.Ag., M.HI (Penguji IT )
Mengetahui:




KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah swt. berkat hidayah, taufik dan
maunah-Nya, penulis dapat menyelesaikan tulisan ini sebagai salah satu syarat untuk
menyelesaikan studi dan memperoleh gelar sarjana Hukum pada Fakultas Syariah dan
lImu Hukum Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare.

Penulis menghaturkan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada Masdayanti
dan Ayahandaku Atirman tercinta dimana dengan pembinaan dan berkah doa
tulusnya, penulis mendapatkan kemudahan dalam menyelesaikan tugas akademik
tepat pada waktunya.

Penulis telah menerima banyak bimbingan dan bantuan dari bapak, H. Islamul
Hag, Lc., M.A dan lbu Andi Marlina, S.H.,M.H.,CLA selaku Pembimbing | dan
Pembimbing Il, atas segala bantuan dan bimbingan yang telah diberikan, penulis
ucapkan terima kasih.

Selanjutnya, penulis juga menyampaikan terima kasih kepada:
1. Bapak Dr. Hannani, M. Ag sebagai Rektor IAIN Parepare yang telah bekerja keras
mengelola pendidikan IAIN Parepare.

2. Ibu Dr. Rahmawati, M. Ag sebagai Dekan Fakultas Syariah dan IImu Hukum
Islam atas pengabdiannya dalam menciptakan suasana pendidikan yang positif

bagi mahasiswa.

3. Ibu Andi Marlina, S.H.,M.H.,CLA. sebagai Ketua prodi Hukum Pidana Islam atas

pengabdiannya dalam mengembangkan kemajuan prodi yang unggul.



. Bapak Alfiansyah Anwar selaku dosen Pembimbing Akademik yang membantu
dan meluangkan waktunya untuk membimbing dan mendidik penulis selama studi
di IAIN Parepare.

. Bapak dan ibu dosen program studi Hukum Pidana Islam yang telah meluangkan

waktu mereka dalam mendidik penulis selama studi di IAIN Parepare.

. Staf Administrasi Fakultas Syariah dan llmu Hukum Islam yang telah meluangkan
waktu mereka untuk melayani penulis terkait kepengurusan selama studi di IAIN

Parepare.

. Pemimpin, Hakim dan semua pegawai Pengadilan Negeri Parepare yang telah
mengizinkan peneliti melakukan penelitian di Pengadilan Negeri Parepare dan

telah memberikan bahan informasi dalam proses penyusunan skripsi.

. Sahabat dan orang terdekat penulis, Nirwani Ibrahim, Jumadil Awal Hasan, Riska,
Marfuah, Nisa dan teman-teman seangkatan Program Studi Hukum Pidana Islam
Fakultas Syariah dan IImu Hukum Islam. Teman-teman Organisasi tercinta Pc
IPMIL RAYA CABANG PAREPARE.

. Penulis tak lupa pula mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah
memberikan bantuan, baik moril maupun materil hingga tulisan ini dapat
diselesaikan. Semoga Allah swt. berkenan menilai segala kebajikan sebagai amal

jariyah dan memberikan rahmat dan pahala-Nya.

Akhirnya penulis menyampaikan kiranya pembaca berkenan memberikan

saran konstruktif demi kesempurnaan skripsil ini.

Parepare,2023
Penulis

il t
Nim. 18.2500.056

Vi



PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Hilda Atirman

NIM : 18.2500.056

Tempat/Tanggal Lahir : Pongkeru, 13 Maret 1999

Program Studi : Hukum Pidana Islam

Fakultas : Syariah dan llmu Hukum Islam

Judul Skripsi . Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Tindak

Pidana Jaminan Fidusia (Studi Putusan Nomor
51/Pid.Sus/2020/PN Pre)

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini
benar-benar merupakan hasil karya sendiri. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa
ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau

seluruhnya, maka skripsi ini dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Parepare, 2023

Penulis

Hiik

HILDA ATIRMAN
18.2500.056

Vil



ABSTRAK

Hilda Atirman, Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Tindak Pidana Jaminan
Fidusia (Studi Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2020/PN Pre) (dibimbing oleh Bapak H.
Islamul Hag dan lbu Andi Marlina).

Penelitian ini mengkaji tentang Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Tindak
Pidana Jaminan Fidusia. Adapun rumusan masalah penelitian ini terdiri atas 2 (dua)
yaitu bagaimana pertimbangan Hakim terhadap kasus jaminan fidusia dalam putusan
nomor 51/Pid.Sus/2020/PN Pre serta bagaimana analisis hukum pidana Islam
terhadap jaminan fidusia dalam studi kasus putusan nomor 51/Pid.Sus/2020/PN Pre.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif bersifat deskriptif serta jenis
penelitian ini adalah lapangan (field research). Pengumpulan data dilakukan dengan
observasi, wawancara dan dokumentasi serta mengelolah data-data yang diperoleh
dari lokasi penelitian yakni di Pengadilan Negeri Parepare.

Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa : Pertama, putusan Pengadilan Negeri
Parepare nomor 51/ Pid.Sus/2020/PN Pre tentang tindak pidana fidusia Majelis
Hakim dalam menjatuhkan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan kurang tepat
karena dalam hal ini Hakim menjatukan pidana bersifat alternatif sedangkan bunyi
pasal yang digunakan bersifat kumulatif yaitu pasal 36 Undang-undang nomor 42
tahun 1999 tentang jaminan fidusia. Kedua, sanksi hukuman yang diberikan terhadap
terdakwa sudah sesuai dengan aturan hukum pidana Islam karena perbuatan yang
dilakukan terdakwa termasuk jarimah ta’zir sehingga sanksi dan ketentuan
hukumannya diserahkan kepada ulil amri atau lembaga pemerintah yang berkuasa.

Kata Kunci: Hukum Pidana Islam, Hukum Pidana, Jaminan Fidusia

viii



DAFTAR ISl

Halaman

HALAMAN JUDUL. ..ottt n e e snbnee e e i
PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING ......cccccoiiiiiieieise e i
KATA PENGANTAR ...ttt sbe e anes %
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI......cooiiiiiiiiii e Vil
F N o S I ¥ N PR viil
DAFTAR IS] ..ottt sttt sttt ettt ettt re b iX
DAFTAR GAMBAR ..ottt sttt sttt a bt saasa st e e e abe e eseeneneens Xi
DAFTAR LAMPIRAN ...ttt sttt e e e e s e e e s sbaae e e s nnnaeeas Xii
PEDOMAN TRANSLITERASI ..ottt Xiil
BAB | PENDAHULUAN ..ottt sttt 1
A, Latar BelaKang..........cooveiiiiiiicccce e 1

B.  RUMUSAN MaSalaN ........ccoiiiiiiieiie e 6

C.  TUjuan PENEITIAN .....oc.oiviiiiiiciicieee e 7

D. Kegunaan Penelitian ..............ccciiveiiiiieiicicic e 7

BAB 1l TINJAUAN PUSTAKA ... oottt stese st 9
A. Tinjauan Penelitian Relevan ...........cccoeiiiiiiiiiiccee e, 9

B.  TINJAUAN TOM ...cuiiiiiiitiitesiesit et 13

1. Teori PEMIfanaan ...........ccceieieriirieiene et 13

G T o T /1§ SO PRSPPI 19

C.  Tinjauan KonSeptual.........ccceiiiiiiiiiii e 28

D.  Kerangka PIKIl ........coooiiiiiiiiiiiiice s 35

BAB 1ll METODE PENELITIAN. ..ottt 36
A.  Pendekatan dan Jenis Penelitian ..........c.ccooooiiiiiiiiiini e 36

B.  Lokasi dan Waktu Penelitian ..........cccccoovverinieiiniienecie e 38

C.  FOKUS PENEIITIAN.......iiieiiieie e 38



D.  Jenis dan SUMDEr Data.........cccoeiieiieiieiienieie e e 38
E.  Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Data............ccccooceiiiiniiinnenen, 40
F Uji Keabsahan Data ..........ccccveveiieiecie e 43
G.  Teknik ANaliSiS DAt .........ccceviiiieriiiiesie et 45
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN ..ot 47
A. Pertimbangan Hakim terhadap Kasus Jaminan Fidusia dalam
Putusan Nomor: 51/Pid.Sus/2020/PN Parepare............cccoovevververreennn, 47
B. Analisis Hukum pidana Islam terhadap jaminan fidusia dalam
putusan nomor: 51/Pid.Sus/2020/PN Pre........cccccvveriiieiiieneeieneen 63
BAB V PENUTUP. ... .ottt e e e e s naeeas 72
AL SIMPUIAN...cc e 72
B.  SAIAN L e 73
DAFTAR PUSTAKA .ottt st sttt abe et b et ene s I



DAFTAR GAMBAR

No. Judul gambar Halaman
1. Bagan Kerangka Pikir 29
2 Dokumentasi Lampiran

Xi




DAFTAR LAMPIRAN

No. Lampiran

Judul Lampiran

1. Surat Izin Penelitian dari Kampus

2. Surat Dari Penanaman Modal

3. Surat Keterangan Selesai Meneliti

4. Pedoman Wawancara

5. Keterangan Wawancara

6. Salinan Putusan Nomor 51/Pid.Sus/ 2020/Pn Pre
7. Dokumentasi

8. Riwayat Hidup

xii




PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi Bahasa Arab yang digunakan di penstrukturan skripsi ini

bersumber di Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan

Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 158/1987 dan 0543b/1987.

A. Konsonan

Huruf Nama Huruf Latin Nama
Tidak
) Alif Tidak dilambangkan
dilambangkan

< Ba B Be

< Ta T te

& Tha Th te dan ha

z Jim J je

z Ha h ha (dengan titik di bawah)
z Kha Kh ka dan ha

3 Dal D de

3 Dhal Dh de dan ha

B Ra R er

J Zai Z zet

o Sin S es

o Syin Sy es dan ye
o= Shad $ es (dengan titik di bawah)
o= Dad d de (dengan titik di bawah)
L Ta t te (dengan titik di bawah)
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35 Za z zet (dengan titik di bawah)
d ain komater balik keatas
¢ Gain G ge

- Fa F ef

S Qaf Q qi

<l Kaf K ka

J Lam L el

a Mim M em

8] Nun N en

3 Wau w we

5 Ha H ha

e Hamzah ' apostrof

¢ Ya Y ye

.Hamzah (¢) teletak di awal kalimat mengikut vokalnya tanpa diberikan tanda
apapun. Apabila ada ditengah ataupun diakhir, jadi ditulis memakai tanda (').

B. Vokal

Vokal kata-kata Arab, sebagaimana vokal kata-kata Indonesia, terdiri dari vokal

tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. VVokal tunggal bahasa Arab

lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya seperti di bawah ini:

Tanda Nama Humf T.atin Nama
i Fathah a a
i Kasrah 1 1
1 Dammah u u

Vokal rangkap (diftong) bahasa Arab lambangnya juga adalah gabungan antara

harakat dan huruf, transliterasinya adalah gabungan huruf, yakni:

Xiv




Tanda Nama Huruf Latin Nama

fathah dan va’ ai adan i
’ fathah dan wau au adanu
Contoh :
&l kaifa
J»  :haula
C. Maddah

Maddah atau vokal panjang lambangnya adalah harakat dan huruf,

transliterasinya adalah huruf serta tanda, yakni:

Haraka
Nama Huruf dan Nama
t
< ... |1 ... | fathah dan alif atau va’ a a dan garis di atas
c kasrah dan va’ i i dan garis di atas
. dammah dan wau u u dan garis di atas
Contoh:
Al mata

) rama
dé  :qila

Ao a-

G4y yamatu
D. Ta’ Marbutah
Transliterasi untuk za’ marbutah ada 2, yakni: ta’ marbutah hidup dapat harakat
fathah, kasrah, dan d}ammabh, transliterasinya yaitu [t]. Kalau marbutah mati dapat

harakat sukun, transliterasinya adalah [h].
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Pada kata yang akhirannya ta” marbutah diikuti kata yang memakai kata sandang

al- beserta bacaan kedua kata terpisah, maka ta’ marbutah itu ditransliterasikan

dengan ha (h).
Contoh:
JubY) diay) : raudah al-atfa
ALl Al : al-madinah al-fadilah
L&A : al-hikmah

E. Syaddah (Tasydid)
Syaddah atau tasydid dalam penulisan Arab lambangnya adalah sebuah tanda
tasydid ( = ), didalam transliterasi ini lambangnya adalah pengulangan huruf

(konsonan ganda) yang diberrikan tanda syaddah.

Contoh:
L) : rabbana
Las : najjaina
Gali - al-haqq
?’-’ s nu“ima
e :‘aduwwun

Kalau huruf < ber- tasydid di akhiran kata dan diawali oleh huruf kasrah

(&—), jadi ia ditransliterasi sebagaimana huruf maddah jadi i.

Contoh:
e : ‘Ali (bukan ‘Aliyy atau ‘Aly)
e : ‘Arabi (bukan ‘Arabiyy atau ‘Araby)

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam penulisan Arab lambangnya adalah huruf J' (alif lam
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ma ‘arifah). Pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi macam biasanya,
al-, baik ia diikuti oleh huruf syamsiyah atauupun huruf gamariyah. Kata sandang
tidak mengikut bunyi huruf langsung yang mengikuti. Penulisan kata sandang

dipisahkan dari kata yang mengikuti lalu dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh:
Sl : al-syamsu (bukan asy-syamsu)
a5 : al-zalzalah (az-zalzalah)
aadall : al-falsafah
34 : al-bilaadu

Hamzah

Kaidah transliterasi huruf hamzah jadi apostrof (") cuman terpakai untuk
hamzah yang ada ditengah dan akhiran kata. Apabila hamzah ada diawalan kata, itu
tidak terlambangkan, karena didalam Arabia berwujud alif.

Contoh:
C)B))ﬁj . ta’muruna
¢ Sl s al-nau*
Pl L syai’'un
&yl - umirtu

G. Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kalimat Arab yang ditransliterasi yakni kata, istilah yang tidak dibakukan
didalam kalimat Indonesia. Kalimat Arab yang lazim jadi sebagian dari
pembendaharaan kata Indonesia, ataupun juga selalu tertulis didalam kata
Indonesia, tidak tertulis menurut metode transliterasi di atas. Semisal kata Al-
Qur’an (dari al-Qur’an), Sunnah. Apabila kalimat itu jadi sebagian salah satu
rangkaian teks Arab, jadi semua harus ditransliterasi dengan cara menyeluruh.

Contoh:
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Fizilalal-qur’'an

Al-sunnah gablal-tadwin

Al-ibaratbi ‘umumal-lafziabikhususal-sabab
H. Lafzal-Jalalah (34»)

Kata “Allah” yang diawali partikel sebagaimana huruf jar serta huruf lainnya
ataupun berkedudukan sebagaimana mud}a>f ilaih (frasa nominal), ditransliterasi
tidak pakai huruf hamzah.

Contoh:
& &2 dinullah 44 billah

Adapun ta’ marbutah di akhir kata yang disandarkan kepada lafz al-jalalah,
ditransliterasi dengan huruf [t].

Contoh:
414435 3 2 hum fi rahmatillah
I. Huruf Kapital
Walaupun penulisan Arab tidak kenal huruf kapital, didalam transliterasi ini

huruf itu dipakai berdasarkan di pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku

(EYD).
J. Singkatan
Beberapa singkatan yang dilaksanakan yakni seperti dibawah ini:
Swi. = subhanahuwa ta’ala
saw. = sallallahu ‘alaihi wa sallam
a.s. = ‘alaihi al-sallam
H = Hijriah
M = Masehi
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SM = Sebelum Masehi
QS.../...4 = QS al-Baqarah/2:187 atau QS Ibrahim/ ..., ayat 4
HR = Hadis Riwayat
Beberapa singkatan dalam bahasa Arab
e = dada
Py = USe O
ol =l sdegll s
L =dak
O =80 G
& = AT e AT )
g =eo
Beberapa singkatan dipakai secara terkhusus dalam teks referensi perlu diartikan
kepanjanagannya, antaranya seperti dibawah ini:
ed. : editor (atau, eds. [kata dari editors] jika lebih dari satu orang editor).
Karena dalam bahasa indonesia kata “edotor” bersifat baik untuk satu atau lebih
editor, jadi ia mungkin saja tetap disingkat ed. (tanpa s).
et al. : “dan lain-lain” atau “dan kawan-kawan” (singkatan dari et alia). Ditulis
pakai huruf miring. Singkatnya, dipakai singkatan dkk.(“dan kawankawan”) yang
ditulis pakai huruf biasa/tegak.
Cet. : Cetakan. Keterangan frekuensi cetakan buku atau literatur sejenis.
Terj : Terjemahan (oleh). Singkatan ini juga teruntuk penulisan kata

terjemahan yang tidak disebutkan nama penerjemahnya.
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Vol. : Volume. Digunakan untuk memperlihatkan jumlah jilid sebuah buku
atau ensiklopedia dalam bahasa Inggris. Teruntuk buku bahasa Arab biasa digunakan
juz.

No. : Nomor. Dipakai teruntuk memperlihatkan jumlah nomor karya ilmiah

berkala macam jurnal, majalah, dan sebagainya.
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BAB |
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah
Dalam suatu Negara tentu memerlukan suatu pembangunan untuk menjadi

suatu Negara yang maju. Pembangunan yang dilaksanakan Bangsa Indonesia
mengacu pada salah satu tujuan bangsa Indonesia yaitu menciptakan masyarakat yang
adil dan makmur berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945, sehingga semua
pembangunan yang dilaksan akan bertujuan untuk menyejahterakan masyarakat. Jadi
dalam pembangunan, masing-masing masyarakat diharap dapat berperan serta di
dalamnya. Salah satu pembangunan yang dilakukan oleh bangsa Indonesia yaitu
pembangunan di bidang ekonomi.

Latar belakang lahirnya lembaga fidusia adalah karena adanya kebutuhan
dalam praktek. Kebutuhan tersebut didasarkan atas fakta-fakta bahwa menurut sistem
hukum Kita jika yang menjadi objek jaminan utang adalah benda bergerak, maka
jaminannya diikat dalam bentuk gadai dimana objek jaminan tersebut harus
diserahkan kepada pihak yang menerima gadai (kreditur). Sebaliknya, jika yang
menjadi objek jaminan utang adalah benda tak bergerak, maka jaminan tersebut
haruslah berbentuk hipotik (sekarang ada hak tanggungan) yang mana objek jaminan

tidak diserahkan kepada kreditur, tetapi tetap dalam kekuasaan debitur.?

! Yurizal, “Aspek Pidana Dalam Undang-Undang No 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan
Fidusia” (Tesis- Universitas Airlangga, Surabaya, 2003).

2 Munir Fuady, Hukum Jaminan Utang (Jakarta: Penerbit Erlangga, 2013).



Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1999 tentang

Jaminan Fidusia dalam pasal 1 angka (1) yang berbunyi :*

“Fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar
kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya

dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda”

Sedangkan pengertian Jaminan Fidusia berada di pasal 1 angka (2) yang

berbunyi:

“Jaminan fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud
dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak
tanggungan sebagaimana dimaksud dalam undang-undang nomor 4 tahun
1996 tentang hak tanggungan atas tanah beserta benda-benda yang berkaitan
dengan tanah yang tetap berada dalam penguasaan pemberi fidusia, sebagai
agunan bagi pelunasan utang tertentu yang memberikan kedudukan yang

diutamakan kepada penerima fidusia terhadap kreditur lainnya”.

Perjanjian fidusia merupakan bagian dari ranah hukum perdata namun hukum
pidana akan hadir jika dalam perjanjian tersebut timbul perbuatan yang termasuk
dalam kategori pidana. Ketentuan pidana yang diatur dalam Undang-undang
Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia pada pasal 35

mengatur ketentuan pidana yang berbunyi: “Setiap orang yang dengan sengaja

® Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 tahun 1999 tentang jaminan fidusia



memalsukan, mengubah, menghilangkan atau dengan cara apapun memberikan
keterangan secara menyesatkan, yang jika hal tersebut diketahui oleh salah satu pihak
tidak melahirkan perjanjian jaminan fidusia, dipidana dengan pidana penjara paling
singkat 1 (satu) tahun dan paling lama lima (5) tahun dan denda paling sedikit
Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan paling banyak Rp.100.000.000,- (seratus
juta rupiah).

Dalam pasal 36 dimana dalam hal ini sering terjadi pelanggaran hukum yang
dilakukan oleh si pemberi fidusia (debitur) yang bertentangan dengan pasal 23 ayat 2
yang berbunyi : “Pemberi fidusia dilarang mengalihkan, menggadaikan, atau
menyewakan kepada pihak lain benda yang menjadi objek jaminan fidusia yang tidak
merupakan benda persediaan,kecuali dengan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari
penerima fidusia”.*

Bilamana lembaga pembiayaan (Leasing) telah mendaftarkan jaminan fidusia
pada instansi yang berwenang, dan memperoleh kuasa dari pemberi fidusia untuk
mendaftarkan jaminan fidusia dimaksud, maka apabila terjadi pengalihan,
menggadaikan, atau menyewakan benda yang menjadi objek jaminan fidusia yang
dilakukan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari penerima fidusia, maka
pemberi fidusia dapat dijerat dalam perkara pidana sebagaimana dimaksud dalam

pasal 36.°

* Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 tahun 1999 tentang jaminan fidusia

®Rizka, “Fidusia Dalam Lingkup Hukum Jaminan Dilihat Dari Sudut Pandang Islam”Jurnal
Edu Tech”2 (2016).



Jaminan fidusia yang tidak terdaftar dan tidak bersertifikat akan
mengakibatkan dampak hukum yang berisiko. Bahwa kreditur dapat menggunakan
hak penegaknya eksekusinya karena dianggap sepihak dan dapat mengakibatkan
kesewenang-wenangan kreditur.®

Fidusia sering disebut hak milik secara kepercayaan, merupakan suatu bentuk
jaminan atas benda-benda gadai yang dikembangkan oleh yurisprudensi. Pada fidusia
berbeda dengan gadai, yang diserahkan sebagai jaminan kepada kreditur adalah hak
milik sedang barangnya tetap dikuasai oleh debitur, sehingga yang terjadi adalah
penyerahan secara constitutum possessorium.’constitutum possessorium adalah
pengalihan atau penyerahan hak kepemilikan suatu benda oleh debitor kepada
kreditor yang bendanya tetap berada dalam penguasaan secara nyata oleh pemberi
fidusia.

Perbuatan pengalihan objek jaminan fidusia oleh debitur tanpa sepengetahuan
kreditur merupakan perbuatan yang telah mencederai janji/wanprestasi seperti yang
telah diatur oleh Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia.?

Jaminan Fidusia, karena definisi dari rahn tajlisy adalah jaminan dalam
bentuk barang atas hutang tetapi barang jaminan tersebut marhun (barang yang
digadaikan) tetap berada dalam penguasaan (pemanfaatan) rahin dan bukti

kepemilikannya diserahkan kepada murtahin.

® Rachmadi Usman, Hukum Jaminan fidusia, (Jakarta : Sinar Grafika, 2008).

" H.Salim HS, Perkembangan Hukum Jaminan Di Indonesia, (Jakarta: PT Raja Grafindo
Persada, 2004).

& Yurizal, Aspek Pidana Dalam Undang-Undang



Dalam hukum pidana Islam suatu perbuatan dapat dianggap sebagai tindak
pidana (jarimah) apabila unsur-unsurnya terpenuhi. Jarimah (tindak pidana) adalah
perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh syara’, yang diancam dengan hukuman hadd
atau ta zir. Ta zir ialah sanksi-sanksi hukum yang tidak disebutkan oleh syar’i (Allah
dan Rasulullah) tentang jenis dan ukurannya. Syari’ menyerahkan penentuan
ukurannya kepada ulil amri atau hakim yang mampu menggali hukum. Di kalangan
fugaha, jarimah-jarimah yang hukumannya belum ditetapkan oleh syara’ dinamakan
dengan jarimah ta zir jadi istilah tza’zir bisa digunakan untuk hukuman dan juga
untuk jarimah (tindak pidana).

Dalam prakteknya, terjadi perbedaan proses penyelesaian pengalihan objek
jaminan fidusia ditengah masyarakat, ada yang memilih penyelesaian melalui gugatan
perdata, ada juga yang lebih memilih langsung melaporkan sebagai tindak pidana.
Salah satu kasus tindak pidana fidusia adalah kasus dari Pengadilan Negeri Parepare
Nomor 51/Pid. Sus/2020/PN.Pre tentang tindak pidana fidusia yang dilakukan oleh
terdakwa | yang bernama H dan terdakwa Il. B, perbuatan yang dilakukan terdakwa
yakni mengalihkan barang fidusia berupa 1 (satu) unit mobil Toyota Yaris E A/T,
berwarna putih. Bahwa terdakwa 1 yang berinisial H bersama-sama dengan terdakwa
Il yang berinisial B, pada tanggal 04 september 2018 atau setidak-tidaknya pada
waktu-waktu lain antara tahun 2018, bertempat di Jalan Bau Maseppe No. 256 Kel.
Labukkang Kec. Ujung, Kota Parepare atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang
masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Parepare, mereka yang

melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan mengalihkan,



menggadaikan, atau menyewakan benda yang menjadi objek jaminan fidusia
sebagaimana di maksud dalam pasal 23 ayat (2) yang di lakukan tanpa persetujuan
tertulis terlebih dahulu dari penerima fidusia, yang dilakukan para terdakwa. Undang-
Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia dalam
pasal 1 angka (1) yang berbunyi: "Fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu
benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak
kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda".

Masalah yang diteliti adalah adanya perbedaan dari bunyi ancaman pada pasal
35 nomor 42 tahun 1999 yakni hukumannya paling sedikit 1 (satu) tahun paling
banyak 5 (lima) tahun serta denda paling sedikit 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)
paling banyak 100.000.000,- (seratus juta rupiah). Namun Hakim memutuskan 8
bulan penjara serta denda 1.000.000,00 (satu juta rupiah) perbedaan ini sangat jauh
dari kata cukup yang diputuskan oleh Hakim.

Berdasarkan permasalahan yang telah dibahas diatas penulis merasa perlu
untuk mengkaji atau meneliti tentang Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Tindak

Pidana Jaminan Fidusia (Studi Kasus Putusan No 51/Pid.Sus/PN Pre).

B. Rumusan Masalah
Dari Uraian latar belakang di atas, permasalahan yang akan di angkat penulis

untuk selanjutnya di teliti dan di bahas sebagai berikut:

1. Bagaimana pertimbangan hakim terhadap kasus jaminan fidusia putusan

nomor: 51/Pid.Sus/2020/PN Pre?



2. Bagaimana analisis hukum pidana Islam terhadap jaminan fidusia dalam

putusan nomor: 51/Pid.Sus/2020/PN Pre.

C. Tujuan Penelitian
Dari uraian rumusan masalah diatas, maka penelitian ini bertujuan sebagai

berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pertimbangan hakim terhadap kasus

jaminan fidusia dalam putusan nomor: 51/Pid.Sus/2020/PN Parepare

2. Untuk mengetahui dan menganalisis hukum pidana Islam terhadap jaminan

fidusia (studi kasus putusan no. 51/Pid.Sus/2020/PN Parepare

D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan mampu menjadi sumber referensi untuk
penelitian yang berhubungan dengan analisis hukum pidana Islam terhadap tindak
pidana jaminan fidusia di masa yang akan datang sehingga dapat membuat hasil
penelitian yang lebih kongkrit dan mendalam dengan teori yang terdapat didalam

penelitian ini.
2. Kegunaan Praktis

a. Bagi penulis, diharapkan mampu menjadi acuan untuk penerapan ilmu

hukum pidana Islam kedepannya.



b. Bagi pembaca, diharapkan dapat menjadi suatu sumbangsi pemikiran serta
dapat menambah wawasan pembaca dalam memahami analisis hukum

pidana Islam terhadap tindak pidana jaminan fidusia.

c. Bagi masyarakat, diharapkan dapat bermanfaat bagi masyarakat yang ingin
mengetahui lebih lanjut tentang analisis hukum pidana Islam terhadap tindak

pidana jaminan fidusia.



BAB Il
TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Penelitian Relevan
Berdasarkan hasil penelurusan peneliti menemukan beberapa penelitian

lainnya, yang dianggap relevan untuk digunakan sebagai pendukung terhadap
penelitian ini. Berdasarkan pada hasil-hasil tinjauan penelitian atau penelitian
terdahulu, peneliti menemukan beberapa penelitian yang berkaitan dengan penelitian

ini, diantara sebagai berikut :

1. Penelitian yang dilakukan oleh Raudhah Hayatun Nufus dari Universitas Islam
Negeri Sunan Ampel dengan judul Skripsi Tinjauan Hukum Pidana Positif Dan
Hukum Pidana Islam Terhadap Tindak Pidana Fidusia tahun 2019. Hasil
penelitian ini menyimpulkan bahwa : Pertama, Putusan Pengadilan Negeri
Sleman Nomor : 330/Pid.Sus/2015/Pn.Smn tentang pidana fidusia majelis
hakim dalam menjatuhkan pidana penjara selama 9 (Sembilan) bulan kurang
tepat karena dalam hal ini hakim menjatukan pidana bersifat alternatif
sedangkan bunyi pasal yang digunakan bersifat kumulatif yaitu pasal 36
Undang-undang No. 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Kedua, sanksi
hukuman yang diberikan terhadap terdakwa sudah sesuai dengan aturan hukum
pidana Islam karena perbuatan yang dilakukan terdakwa termasuk jarimah

ta’zir sehingga sanksi dan ketentuan hukumannya diserahkan kepada ulil amri
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atau lembaga pemerintah yang berkuasa.® Sejalan dengan kesimpulan di atas
diajukan saran sebagai berikut, (1) sesuai dengan undang-undang maka
disarankan untuk kepada aparat penegak hukum serta pihak yang berwenang
terutama yang berprofesi sebagai hakim agar sebelum memutuskan perkara di
pengadilan hendaknya disesuaikan dengan Undang-undang yang telah
digunakan sehingga terciptanya suatu kepastian hukum. (2) Supaya pelaksanaan
Undang-undang No. 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia dapat terlaksana
sesuai harapan para pihak serta dengan adanya peraturan dalam Undang-undang
No. 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia penulis mengharapkan kepada
semua pihak agar mengerti hak dan kewajibannya masing-masing sesuai
dengan undang-undang agar tidak terjadi tindak pidana fidusia. Adapun
persamaan dari penelitian terdahulu dengan penelitian yang diteliti oleh penulis
yaitu sama-sama meneliti tentang jaminan fidusia. Berdasarkan hasil penelitian
yang menjadi pembeda dengan penelitian penulis terletak pada metode
penelitiannya. Peneliti terdahulu menggunakan metode studi kepustakaan,

sedangkan penulis menggunakan metode field research (lapangan).

2. Penelitian yang dilakukan oleh Dody Azhandi Harahap dari Universitas
Muhammadiyah Sumatera Utara dengan judul Skripsi  Hilangnya

Pertanggungjawaban Pidana Oleh Pemberi Fidusia yang Mengalihkan Objek

% Raudhah Hayatun Nufus, “ Tinjauan Hukum Pidana Positif Dan Hukum Pidana Islam
Terhadap Tindak Pidana Fidusia”, “Skripsi Sarjana: Fakultas Syariah Dan Hukum. Surabaya,2019.
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Jaminan Fidusia Tanpa Perjanjian Tertulis tahun 2020.*° Berdasarkan hasil
penelitian dipahami bahwa adapun perbuatan-perbuatan yang termasuk dalam
tindak pidana terhadap perjanjian jaminan fidusia dalam UUJF dalam pasal 36
UUJF vyaitu pemberi fidusia yang mengalihkan, menyewakan dan
menggadaikan objek jaminan fidusia yang bukan merupakan barang persediaan
tanpa perjanjian tertulis terlebih dahulu dari penerima fidusia, dipidana dengan
pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak
Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah). Pertanggungjawaban Oleh Debitur
Yang Mengalihkan Objek Jaminan Fidusia Tanpa Perjanjian dalam Putusan No.
3453/Pid. Sus/2017/Pn. Mdn yaitu dikenakan pasal 23 dan 36 ayat(2) Undang
Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia.
Serta  Pertimbangan  Hakim  dalam  menjatuhkan  putusan  No.
3453/Pid.Sus/2017/Pn. Mdn vyaitu melepaskan terdakwa dari segala Tuntutan
Hukum (onslag van alles rechtsvervolging), karena menurut Majelis Hakim
perbuatan tersebut bukan merupakan suatu tindak pidana. Menurut penulis
putusan hakim yang dijatuhkan kepada terdakwa belum tepat, karena perlu
diketahui pelanggaran hukum terhadap perjanjian jaminan fidusia tidak hanya
membawa akibat hukum baik yang bersifat perdata tetapi juga bersifat pidana

yang jelas sudah diatur dalam pasal 36 UUJF. Adapun persamaan dari

% Dody Azhandi Harahap, Hilangnya Pertanggungjawaban Pidana Oleh Pemberi Fidusia
Yang Mengalihkan Objek Jaminan Fidusia Tanpa Perjanjian Tertulis”, (Skripsi Sarjana; Fakultas
Hukum Universitas Sumatera Utara Muhammadiyah (Medan, 2020).
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penelitian terdahulu dengan penelitian yang diteliti oleh penulis yaitu sama-
sama meneliti tentang jaminan fidusia. Berdasarkan hasil penelitian yang
menjadi pembeda dengan penelitian penulis. Peneliti terdahulu membahas
mengenai fidusia dalam hukum pidana positif, sedangkan penulis membahas

mengenai hukum pidana Islam terhadap jaminan fidusia.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Ridwan Januar dari Universitas Islam Negeri
Sunan Kalijaga Yogyakarta dengan judul Skripsi Proses Penyelesaian
Pengalihan Objek Jaminan Fidusia Oleh Debitur Kepada Pihak Ketiga Tanpa
persetujuan Kreditur tahun 2018. Berdasarkan hasil penelitian ini, penulis
menyimpulkan bahwa pertimbangan hakim dalam putusan perkara nomor:
15/Pid.Sus/2015/PN.Pwr hanya mempertimbangkan unsur yuridis saja tanpa
mempertimbangkan asas-asas hukum seperti asas lex spesialis derogat legi
generali dan asas ultimum remidium. Berbeda dengan pertimbangan hakim
dalam putusan perkara nomor: 17/PDT.G/2013/PN.Psr yang tidak hanya
mempertimbangkan unsur yuridis saja tetapi juga mempertimbangkan asas
ultimum remidium. ‘'Adapun persamaan dari penelitian terdahulu dengan
penelitian yang diteliti oleh penulis yaitu sama-sama meneliti tentang jaminan
fidusia. Berdasarkan hasil penelitian yang menjadi pembeda dengan penelitian

penulis. Peneliti terdahulu membahas mengenai fidusia dalam hukum pidana

' Ridwan Januar, Proses Penyelesaian Pengalihan Objek Jaminan Fidusia Oleh Debitur
Kepada Pihak Ketiga Tanpa Persetujuan Kreditur”, (Skripsi Sarjana; Fakultas Syari’ah Dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga (Yogyakarta, 2018).
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positif, sedangkan penulis membahas mengenai hukum pidana Islam terhadap

jaminan fidusia.

B. Tinjauan Teori
Untuk membantu penyusunan dalam penelitian ini, peneliti menggunakan

teori-teori pendukung dari berbagai sumber. Adapun tinjauan teori yang digunakan

penulis adalah :

1. Teori Pemidanaan
Teori pemidanaan dapat digolongkan dalam tiga golongan pokok yaitu
golongan teori pembalasan, golongan teori tujuan, dan golongan teori gabungan.
a. Teori Absolut (Teori Pembalasan)

Teori pembalasan atau juga bisa disebut dengan teori absolut adalah
dasar hukuman harus dicari dari kejahatan itu sendiri, karena kejahatan itu
menimbulkan penderitaan bagi orang lain maka sipelaku kejahatan
pembalasannya adalah harus diberikan penderitaan juga.'” Teori pembalasan ini
menyetujui pemidanaan karna seseorang telah berbuat tindak pidana. Pencetus
teori ini adalah Imanuel Kant yang mengatakan “ Fiat justitia ruat coelum”
yang maksudnya walaupun besok dunia akan kiamat namun penjahat terakhir
harus tetap menjalakan pidananya. Kant mendasarkan teori ini berdasarkan
prinsip moral dan etika. Pencetus lain adalah Hegel yang mengatakan bahwa

hukum adalah perwujudan kemerdekaan, sedangkan kejahatan adalah tantangan

12| eden Marpaung SH, Asas Teori Praktik Hukum Pidana (Jakarta: Sinar Grafika, 2012).
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kepada hukum dan keadilan. Karena itu, menurutnya penjahat harus
dilenyapkan. Sedangkan menurut Thomas Aquinas pembalasan sesuai dengan
ajaran tuhan karena itu harus dilakukan pembalasan kepada penjahat.

Jadi dalam teori ini adalah pembalasan itu ditujukan untuk memberikan
sebuah hukuman kepada pelaku pidana yang mana nantinya akan memberikan
efek jera dan ketakutan untuk mengulangi perbuatan pidana tersebut.

Teori pembalasan atau teori absolut dibagi dalam dua macam, yaitu:*3

1) Teori pembalasan yang objektif, berorientasi pada pemenuhan kepuasan
dari perasaan dendam dari kalangan masyarakat. Dalam hal ini perbuatan
pelaku pidana harus dibalas dengan pidana yang berupa suatu bencana
atau kerugian yang seimbang dengan kesengsaraan yg diakibatkan oleh si

pelaku pidana.

2) Teori pembalasan subjektif, berorientasi pada pelaku pidana. Menurut
teori ini kesalahan si pelaku kejahatanlah yang harus mendapat balasan.
Apabila kerugian atau kesengsaraan yg besar disebabkan oleh kesalahan
yang ringan, maka si pembuat kejahatan sudah seharusnya dijatuhi pidana
yang ringan.

b. Teori Relatif (Teori Tujuan)
Berdasarkan teori ini, pemidanaan dilaksanakan untuk memberikan

maksud dan tujuan suatu pemidanaan, yakni memperbaiki ketidak kepuasan

3 SH. M.Hum Erdianto Efendi, Hukum Pidana Islam (Bandung: Refika Aditama, 2011).
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masyarakat sebagai akibat perbuatan kejahatan tersebut. Dalam hal ini teori ini
juga dapat diartikan sebagai pencegahan terjadinya kejaatan dan sebagai
perlindungan terhadap masyarakat. Penganjur teori ini yaitu Paul Anselm van
Feurbach yang mengemukakan “ hanya dengan mengadakan ancaman pidana
pidana saja tidak akan memadai, melainkan diperlukan penjatuhan pidana
kepada si penjahat”.

Mengenai tujuan — tujuan itu terdapat tiga teori yaitu : untuk menakuti,
untuk memperbaiki , dan untuk melindungi. Yang dijelaskan sebagai berikut:

1) Untuk menakuti;

Teori dari Anselm van Feurbach, hukuman itu harus diberikan
sedemikian rupa, sehingga orang takut untuk melakukan kejahatan. Akibat
dari teori itu ialah hukuman yang diberikan harus seberat - beratnya dan bisa
saja berupa siksaan.

2) Untuk memperbaiki;

Hukuman yang dijatuhkan dengan tujuan untuk memperbaiki si
terhukum sehingga sehingga di kemudian hari ia menjadi orang yang
berguna bagi masyarakat dan tidak akan melanggar peraturan hukum.

3) Untuk melindungi

Tujuan pemidanaan yaitu melindungi masyarakat terhadap perbuatan
kejahatan. Dengan diasingkannya si penjahat itu untuk semntara, maka
masyarakat akan diberikan rasa aman dan merasa dilindungi oleh orang —

orang yang berbuat jahat tersebut.
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Dengan demikian dalam teori tujuan ini yang tertua adalah teori
pencegahan umum Yyang mana didalamnya tertuang teori yang bersifat
menakut — nakuti. Pengertian dari teori ini yaitu bahwa untuk melindungi
masyarakat terhadap kejahatan atau suatu tindak pidana maka pelaku yang
tertangkap harus diberikan sebuah hukuman, yang diamana nantinya
hukuman itu sebagai sebuah contoh bahwa dengan berbuat tindak pidana
merekan akan mendapakan sebuah imbalan berupa hukuman sehingga
meraka takut untuk berbuat perbuatan pidana tersebut.

Sedangkan teori tujuan yang lebih modern dengan teori pencegahan
yang khusus. Menurut Frans von Liszt, van Hamel, dan D. Simons
bependapat : '* “Bahwa untuk menjamin ketertiban, negara menentukan
berbagai peraturan yang mengandung larangan dan keharusan peratuaran
dimaksudkan untuk mengatur hubungan antar individu di dalam masyarakat,
membatasi hak perseorangan agar mereka dapat hidup aman dan tenteram.
Untuk itu negara menjamin agar peraturan — peraturan senantiasa dipatuhi
masyarakat dengan memberi hukuman bagi pelanggar”.

Jadi dalam teori tujuan yang lebih modern memilki artian bahwa
pemidanaan memebrikan efek jera kepada si pelaku agar tidak berbuat

tindak pidana lagi.

1 |eden Marpauang SH, Asas Teori Praktik Hukum Pidana (Jakarta: Sinar Grafika, 2012).
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c. Teori Gabungan

Teori gabungan ini lahir sebagai jalan keluar dari teori absolut dan teori
relatif yang belum dapat memberi hasil yang memuaskan. Aliran ini didasarkan
pada tujuan pembalasan dan mempertahankan ketertiban masyarakat secara
terpadu.”® Artinya penjatuhan pidana beralasan pada dua alasan yaitu sebagai
suatu pembalasan dan sebagai ketertiban bagi masyarakat.

Adapun teori gabungan ini dapat dibagi menjadi dua, yaitu:

1) Teori gabungan yang mengutamakan pembalasan, tetapi pembalasan itu
tidak boleh melampaui batas dari apa yang perlu dan cukup untuk dapat

dipertahankan tata tertib masyarakat.

2) Teori gabungan yang mengutamakan perlindungan tata tertib masyrakat,
tetapi penderitaan atas dijatuhinya pidana tidak boleh lebih berat dari
perbuatan yang dilakukan terpidana.

Teori gabungan yang menitik beratkan pada pembalasan ini didukung

oleh Zevenbergen yang berpendapat bahwa :

“makna setiap pidana adalah suatu pembalasan, tetapi mempunyai
®maksud melindungi tata tertib hukum, sebab pidana itu adalah

mengembalikan dan mempertahankan ketaatan pada hukum dan

> SH Niniek Suparni, Eksistensi Pidana Denda Dalam Sistem Pidana Dan Pemidanaan
(Jakarta: Sinar Grafika, 2007).

18 Drs. Adami Chazaw. SH, Pelajaran Hukum Pidana (Jakarta: Grafindo Persada, 2002).
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pemerintah. Oleh sebab itu pidana baru dijatuhkan jika jika memang

tidak ada jalan lain untuk memperthankan tata tertib hukum itu”.

Jadi menitik beratkan pada pembalasan itu artinya memberikan
hukuman atau pembalasan kepada penjahat dengan tujuan untuk menjaga tata
tertib hukum agar supaya dimana masyarakat ataupun kepentingan umumnya
dapat terlindungi dan terjamin dari tindak pidana kejahatan.Teori gabungan
yang mengutamakan perlindungan tata tertib hukum didukung antara lain oleh
Simons dan Vos. Menurut Simons, dasar primer pidana yaitu pencegahan
umum dan dasar sekundernya yaitu pencegahan khusus. Dalam artian pidana
primer ialah bertujuan pada pencegahan umum yang terletak pada ancaman
pidananya dlam undang-undang, apabila hal ini tidak cukup kuat atau tidak
efektif dalam hal pencegahan umum, maka barulah diadakan pencegahan
khusus yang bertujuan untuk menakut-nakuti, memperbaikin dan membuat
tidak berdayanya penjahat. Dalam hal ini harus diingat bahwa pidana yang
dijatuhkan harus sesuai dengan undang-undang atau berdasarkan hukum dari
masyarakaat.

Daya menakut-nakuti dari pidana terletak pada pencegahan umum yaitu
tidak hanya pada ancaman pidananya tetapi juga pada penjatuhan pidana secara
kongkrit oleh hakim. Pencegahan khusus yang berupa pemenjaraan masih

dipertanyakan efetifitasnya untuk menakut-nakuti, karena seseorang yang
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pernah dipidana penjara tidak lagi takut masuk penjara, sedangkan bagi
seseorang yang tidak dipenjara ia takut untuk masuk penjara.

Jadi teori gabungan yang mengutamakan perlindungan dan tata tertib
hukum ini dalam artian memberikan keadilan bagi para korban kejahatan demi
melindungi hak hak mereka, dan untuk penhat sendiri bertujuan memberikan

efek jera agar tidak mengulangi perbuatan kejahatannya kembali.

2. Teori Ta’zir

a. Pengertian Ta’zir

Definisi fa’zir menurut bahasa, lafadz tazir berasal dari kata azzara
yang berarti man‘u wa radda (mencegah dan menolak). Ta’zir bisa berarti
addaba (mendidik) atau azzamu wa waqra yang artinya mengagungkan dan
menghormat.’” Dari berbagai pengertian, makna 7a’zir yang paling relevan
adalah man"u wa radda (mencegah dan menolak) dan ta“dib (mendidik).
Pengertian sesuai dengan apa yang dikemukakan oleh Fikri La Hafi'® dan
Budiman, ta zir diartikan mencegah dan menolak. Karena ia dapat mencegah
pelaku agar tidak mengulangi perbuatannya. 7a zir diartikan sebagai mendidik

karena ta’zir dimaksudkan untuk mendidik dan memperbaiki perilaku agar

7 |slam Hagq, Figh Jinayah, Parepare : IAIN Parepare Nusantara Press (2020).
'8 Fikri La Hafi dan Budiman, ‘Penerapan Asas Lex Specialis Derogat Legi Generalis dan
Penyelesaian Sengketa Ekonomi dalam Undang-undang Perbankan Syariah di Indonesia’, Al- IHKAM

: Jurnal Hukum & Pranata Sosial, 12.1 (2017).
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menyadari  perbuatan  jarimahnya  kemudian = meninggalkan  dan
menghentikannya.

Ada istilah sebagaimana yang telah diungkapkan Islamul Hag bahwa
ta’zir adalah hukuman yang bersifat pendidikan atas perbuatan dosa (maksiat)
yang hukumannya belum ditetapkan oleh syara.'® Sedangkan menurut Wahbah
Zuhaili memberikan definisi yang mirip dengan definisi Islamul Haqg yakni
ta’zir menurut syara‘ adalah hukuman yang ditetapkan atas perbuatan maksiat
atau jinayah yang tidak dikenakan had atau tidak pula kifarat. Dari berbagai
definisi diatas dapat diambil pengertian bahwa ta zir adalah suatu jarimah yang
hukumannya di serahkan kepada hakim atau penguasa hakim dalam hal ini
diberi kewenangan untuk menjatuhkan hukuman bagi pelaku jarimah za zir. Di
kalangan fugaha, jarimah-jarimah yang hukumannya belum di tetapkan oleh
syara® dinamakan dengan ta’zir, jadi istilah ta’zir bisa digunakan untuk
hukuman yang diarahkan utuk mendidik dan bisa juga untuk sanksi tindak
pidananya.

b. Dasar Penerapan Ta zir

Hukuman telah lama berada dalam sejarah manusia. Ketika Nabi Adam

As diturunkan ke bumi, kita bisa menerjemahkan bahwa hal itu merupakan

akibat dari perbuatannya. Dengan adanya pergantian masa, peralihan generasi,

9 |slamul Hag, Figh Jinayah, Parepare : IAIN Parepare Nusantara Press (2020).
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perubahan masyarakat dan beragamnya kegiatan dan kebutuhan manusia, maka
bentuk ganjaran dan hukuman berbeda pula.

Hukuman diberikan selain sebagai pembuat jera bagi yang dihukum,
juga sebagai upaya pencegahan. Hal itu pernah dijelaskan Emile Durkheim,
bahwa hukuman merupakan suatu cara untuk mencegah berbagai pelanggaran
terhadap aturan. Misalnya, guru menghukum muridnya agar murid tersebut
tidak mengulangi kesalahannya, juga untuk mencegah agar murid-murid yang
lain tidak melakukan hal serupa.? Jadi jelas, bahwa hukuman bertujuan untuk
perbaikan kesalahan yang dilakukan seseorang serta memberi motivasi sebagai
upaya edukasi. Demikian halnya dengan jarimah fa’zir, dilakukan untuk
memberikan peringatan serta upaya pencegahan dari berbagai pelanggaran.

Namun, jarimah tazir dalam al-Qur‘an dan al-Hadist tidak ada yang
menyebutkan secara terperinci, baik dari segi bentuk maupun hukumnya.?
Dasar hukum disyari‘atkannya sanksi bagi pelaku jarimah ta’zir adalah al-
ta’zir yadurru ma’a al-maslahah artinya hukum fa’zir didasarkan pada
pertimbangan kemaslahatan dengan tetap mengacu kepada prinsip keadilan

dalam masyarakat.*?

% Emile Durkheim, Pendididkan Moral; Suatu Studi Teori Dan Aplikasi Sosiologi Pendidikan
(Jakarta: Erlangga, 1990).

2! Jaih Mubarok, Kaidah-Kaidah Figh Jinayah (Bandung: Pustaka Bani Quraisy, 2004).

%2 Makhrus Munajat, Reaktualisasi Pemikiran Hukum Pidana Islam (Yogyakarta: Cakrawala,
2006).
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Dari ayat di atas sebagian ulama‘ menterjemahkan watu “azziruhu
sebagai upaya peneguhan agama yang tentunya untuk mencapai ridha Allah
SWT. Agama biasanya dipahami semata-mata membicarakan urusan spiritual,
karenanya ada ketegangan antara agama dan hukum. Hukum utuk memenubhi
kebutuhan sosial dan karenanya mengabdi kepada masyarakat untuk
mengontrolnya dan tidak membiarkannya menyimpang dari kaedahnya, yaitu
norma-norma yang ditentukan oleh agama.?® Sementara dalam kaidah ushul
figih manusia sebagai pemegang amanah harus dapat membawa kemaslahatan.
c. Bentuk-bentuk Ta zir

Jarimah ta zir tidak dijelaskan tentang macam dan sanksinya oleh nash,
melainkan hak ulil amri dan hakim dalam setiap ketetapanya. Maka jarimah
ta’zir dapat berupa perbuatan yang menyinggung hak Allah atau hak individu,
jarimah ra zir adakalanya melakukan perbuatan maksiat dan pelanggaran yang
dapat membahayakan kepentingan umum. Adapun pembagian jarimah ta’zir

menurut Fikri La Hafi ada tiga macam :*

% penerj. Yudian Wahyudi Amin Muhammad Muslehuddin, Filsafat Hukum Islam Dan
Pemikiran Orientalis Studi Perbandingan (Yogyakarta: Tiara Wacana, 1997).

% Fikri La Hafi dan Budiman, ‘Penerapan Asas Lex Specialis Derogat Legi Generalis dan
Penyelesaian Sengketa Ekonomi dalam Undang-undang Perbankan Syariah di Indonesia’, Al- IHKAM

: Jurnal Hukum & Pranata Sosial, 12.1 (2017).
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1) Jarimah ta zir yang berasal dari jarimah-jarimah hudud atau gisas, tetapi
syarat-syaratnya tidak terpenuhi, atau ada syubhat, seperti pencurian yang

tidak mencapai nishab, atau oleh keluarga sendiri.

2) Jarimah ta’zir yang jenisnya disebutkan dalam nass syara‘ tetapi
hukumannya belum ditetapkan, seperti riba, suap, dan mengurangi

takaran dan timbangan.

3) Jarimah fa’zir yang baik jenis maupun sanksinya belum ditentukan oleh
syara‘. Jenis ketiga ini sepenuhnya diserahkan kepada ulil amri, seperti
pelanggaran disiplin pegawai pemerintah.

Sementara, Abdul Aziz Amir, membagi jarimah ta’zir secara rinci

kepada beberapa bagian yaitu:*
1) Ta zir yang berkaitan dengan pembunuhan
2) Ta zir yang berkaitan dengan pelukaan

3) Ta’zir yang berkaitan dengan kejahatan terhadap kehormatan dan

kerusakan akhlak
4) Ta’zir yang berkaitan dengan harta,
5) Ta’zir yang berkaitan dengan kemaslahatan individu

6) Ta zir yang berkaitan dengan keamanan umum.

% Abd Aziz Amir, Al- Ta zir Fi-Al-Shari’ah Al-Islamiyyah (Mesir: Dar al-Bab al-Halaby wa
Awladuhu, t.t., n.d.).
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Jarimah yang berkaitan dengan harta adalah jarimah pencurian dan
perampokan. Apabila kedua jarimah tersebut syarat-syaratnya telah dipenuhi
maka pelaku dikenakan hukuman had. Akan tetapi, apabila syarat untuk
dikenakannya hukuman had tidak terpenuhi maka pelaku tidak dikenakan
hukuman had, melainkan hukuman fa’zir. Jarimah yang termasuk jenis ini
antara lain seperti percobaan pencurian, pencopetan, pencurian yang tidak
mencapai batas nisbah, menggasab, dan perjudian. Termasuk juga ke dalam
kelompok ta’zir, pencurian karena adanya syubhat, seperti pencurian oleh
keluarga dekat.?® Jarimah perampokan yang persyaratannya tidak lengkap, juga
termasuk za zir. Demikian pula apabila terdapat shubhat, baik dalam pelaku
maupun perbuatannya. Contohnya seperti perampokan dimana salah seorang
pelakunya adalah anak yang masih dibawah umur atau perempuan menurut
hanafiah. Dalam uraian yang telah dikemukan bahwa hukuman ta zir adalah
hukuman yang belum ditetapkan oleh syara‘ dan diserahkan kepada ulil amri
untuk menetapkannya. Hukuman fa’zir ini jenisnya beragam, namun secara
garis besar dapat diperinci sebagai berikut:

1) Hukuman mati
Hukuman mati ini ditetapkan oleh para fugaha secara beragam,
Hanafiyah membolehkan kepada ulil amri untuk menerapkan hukuman mati

sebagai ta’zir dalam jarimah-jarimah yang jenisnya diancam dengan

% Ahmad Wardih Muslih, Hukum Pidana Islam (Jakarta: Sinar Grafika, 2005).
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hukuman mati apabila jarimah tersebut dilakukan berulang-ulang. Malikiyah
juga membolehkan hukuman mati sebagai ta’zir untuk jarimah-jarimah
ta’zir tertentu, seperti spionase dan melakukan kerusakan di muka bumi.
Pendapat ini juga dikemukakan oleh sebagian fugaha Hanabilah, seperti 1bn
Ugqail. Sebagian fuqaha Syafi‘tyah membolehkan hukuman mati sebagai
ta’zir dalam kasus penyebaran aliran-aliran sesat yang menyimpang dari
ajaran al-Qur‘an dan assunah. Demikian pula hukuman mati bisa diterapkan
kepada pelaku homoseksual (liwath) dengan tidak membedakan antara
muhsan dan ghayr muhsan.
2) Hukuman cambuk

Hukuman dera (cambuk) adalah memukul dengan cambuk atau
semacamnya. Kalau di Indonesia dipilih dengan rotan sebagaimana
dijalankan di Nanggro Aceh darussalam. Alat yang digunakan untuk
hukuman jilid ini adalah cambuk yang pertengahan (sedang, tidak terlalu
besar dan tidak terlalu kecil) atau tongkat, pendapat ini juga dikemukakan
oleh Imam Ibn Taimiyah, dengan alasan karena sebaik-baiknya perkara
adalah pertengahan.?’
3) Hukuman Penjara

Dalam bahasa Arab ada dua istilah untuk hukuman penjara.

Pertama,al-habsu, kedua as-sijn. Pengertian al-habsu menurut bahasa

%" lbnu Taimiyyah, Siyasah Shar’iyyah (Kairo: Dar al- Bab al-Muktabarah, 1961).
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adalah yang artinya mencegah atau menahan. Dengan demikianal-habsu
artinya tempat untuk menahan orang.?

Menurut Imam Ibn Qayyim al-Jauziyah, yang dimaksud dengan al-
habsu menurut syara‘ bukanlah menahan pelaku di tempat yang sempit,
melaikan menahan seseorang dan mencegahnya agar ia tidak melakukan
perbuatan hukum, baik penahanan tersebut di dalam rumah, atau masjid
maupun di tempat lainnya.

4) Pengasingan

Hukuman pengasingan termasuk hukuman had yang diterapkan
untuk pelaku tindak pidana hirabah (perampokan). Meskipun hukuman
pengasingan itu merupakan hukuman had, namun dalam praktiknya
hukuman tersebut diterapkan juga sebagai hukuman ¢« zir. Diantara jarimah
ta’zir yang dikenakan hukuman pengasingan (buang) adalah orang yang
berperilaku mukhannats (waria), yang pernah dilaksanakan oleh Nabi
dengan mengasingkannya keluar dari Madinah.

5) Merampas Harta

Hukuman ta’zir dengan mengambil harta itu bukan berarti

mengambil harta pelaku untuk diri hakim atau untuk kas umum (Negara),

melainkan hanya menahannya untuk sementara waktu. Adapun apabila

% Makhrus Munajat, Figh Jinayah; Norma-Norma Hukum Pidana Islam (Yogyakarta:
Syari’ah Press, 2008).
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pelaku tidak bisa diharapkan untuk berobat maka hakim dapat men-
tasarufkan harta tersebut untuk kepentingan yang mengandung maslahat.
6) Mengubah Bentuk barang

misalkan dengan mengubah harta pelaku antara lain seperti
mengubah patung yang disembah menjadi seperti batang kayu.
7) Hukuman Denda

Hukuman denda bisa berdiri sendiri ataupun bisa digabungkan
dengan hukuman pokok lainnya. Dalam menjatuhkan hukuman hakim harus
melihat berbagai aspek kondisi yang berkaitan dengan jarimah, pelaku,
situasi, maupun kondisi oleh pelaku.?®
8) Peringatan Keras

Peringatan keras dilakukan sebagai peringatan buat pelaku jarimah
agar segera bertaubat dan menyesali kesalahannya, bagi orang-orang tertentu
peringatan ini sudah cukup efektif.
9) Hukuman Berupa Nasihat

Hukuman nasihat sering terjadi pada pelanggaran yang bersifat
pribadi atau tidak membahayakan kepentingan umum.
10) Celaan

Celaan bisa diterapkan jika memang benar-benar telah datang hak.

11) Pengucilan

% Muslih, Hukum Pidana Islam (Jakarta: Sinar Grafika, 2005).
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Pengucilan bisa efektif jika bangunan sosial masyarakat yang
tertutup, artinya perhatian terhadap masyarakat lain sangat tinggi.
12) Pemecatan.

Pemecatan bisa dilakukan.

C. Tinjauan Konseptual
1. Pengertian Jaminan Fidusia

Jaminan Fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar
kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan
tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda. Fidusia merupakan lembaga
jaminan yang mirip dengan gadai yaitu keduanya sama-sama mensyaratkan benda
bergerak sebagai jaminan. Hal yang membedakan fidusia dengan gadai adalah
pada fidusia, benda yang dijaminkan tetap dalam kekuasaan kreditur.*® Dasar
Hukum dari praktek fidusia adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42
Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia.

Sama dengan gadai, fidusia pada dasarnya adalah suatu perjanjian
accessoir antara debitur dan kreditur yang isinya pernyataan penyerahan hak milik
secara kepercayaan atas benda-benda milik debitur kepada kreditur, namun benda-
benda tersebut masih tetap dikuasai oleh debitur sebagai peminjam pakai dan
bertujuan hanya untuk jaminan atas pembayaran kembali uang pinjaman. Untuk

penyerahannya dilakukan secara constitutum possessorium artinya penyerahan

% Munir Fuady, Hukum Jaminan Utang (Jakarta: Penerbit Erlangga, 2013).
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dengan melanjutkan penguasaan atas benda-benda yang bersangkutan karena
benda-benda tersebut masih di tangan debitur.
2. Dasar Hukum Fidusia

Adapun yang menjadi dasar hukum fidusia sebelum Undang-undang
Jaminan Fidusia dibentuk adalah yurisprudensi arrest HGH tanggal 18 Agustus
1932 tentang perkara B.P.M melawan Clygnett.

Perjanjian dengan jaminan fidusia ini kemudian diatur dengan lebih lanjut
olen pemerintah Indonesia dengan cara dituangkan dalam Undang-undang
Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia yang
mengatur tentang lembaga jaminan untuk benda bergerak yang dijadikan jaminan
pelunasan hutang.®! Lembaga jaminan ini sebagai alternatife dari gadai ketika
benda bergerak dijadikan jaminan hutang. Ada (3) tiga pertimbangan lahirnya

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1999, yaitu:

a. Kebutuhan yang sangat besar dan terus meningkat bagi dunia usaha atas
tersedianya dana, perlu diimbangi dengan adanya ketentuan hukum yang

jelas dan lengkap yang mengatur mengenai lembaga jaminan.

b. Jaminan fidusia sebagai salah satu bentuk lembaga jaminan saat ini masih
didasarkan pada yurisprudensi dan belum diatur dalam peraturan perundang-

undangan secara lengkap dan komprehensif.

%! Rachmadi Usman, Hukum Kebendaan, (Jakarta : Sinar Grafika, 2011).
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¢. Untuk memenuhi kebutuhan hukum yang dapat lebih memacu pembangunan
nasional dan untuk menjamin kepastian hukum serta mampu memberikan
perlindungan bagi pihak yang berkepentingan, maka perlu dibentuk
ketentuan yang lengkap mengenai jaminan fidusia dan jaminan tersebut
perlu didaftarkan pada kantor pendaftaran fidusia secara online.

Secara umum benda yang dijaminkan dengan fidusia harus didaftarkan
dikantor pendaftaran fidusia secara online. Permohonan ini dilakukan oleh
penerima fidusia,kuasa atau wakilnya dengan melampirkan pernyataan
pendaftaran jaminan fidusia.kemudian surat sertifikat jaminan fidusia yang telah
sah akan mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan dari
pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Pemberi fidusia
dilarang melakukan fidusia ulang terhadap benda yang menjadi jaminan fidusia
yang sudah terdaftar. Ketentuan mengenai pendaftaran fidusia dan biayanya juga
diatur dalam peraturan pemerintah nomor 86 tahun 2000 tentang tata cara
pendaftaran jaminan fidusia dan biaya pembuatan akta jaminan fidusia.

3. Objek dan Subjek Fidusia

Subjek dari jaminan fidusia adalah pemberi dan penerima fidusia. Pemberi

fidusia adalah orang perorangan atau korporasi pemilik benda yang menjadi objek

jaminan fidusia, sedangkan penerima fidusia adalah orang perorangan atau
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korporasi yang mempunyai yang mempunyai piutang yang pembayarannya
dijamin dengan jaminan fidusia.*®

Hak tanggungan yang berkaitan dengan tanah dan bangunan, sepanjang
peraturan perundang-undangan yang berlaku menentukan jaminan atas benda —
benda tersebut wajib di daftar. Namun demikian bangunan di atas tanah milik
orang lain yang tidak dapat dibebani hak tanggungan berdasarkan Undang-undang
Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan, dapat dijadikan objek jaminan
fidusia. Undang-Undang Jaminan Fidusia memberikan batasan pada ruang lingkup
berlakunya UUJF yaitu : berlaku terhadap setiap perjanjian yang bertujuan untuk
membebani benda dengan jaminan fidusia yang terdapat pada pasal 2 UUJF,
kemudian hal ini di pertegas kembali oleh UUJF yang menyatakan bahwa UUJF

tidak berlaku terhadap:
a. Hipotik atas kapal yang terdaftar dengan isi kotor berukuran 20 M atau lebih.

b. Hipotik atas pesawat terbang.
Benda-benda yang menjadi objek jaminan fidusia dalam UUJF dapat

dibagi sebagai berikut :*
a. Benda tersebut harus dapat dimiliki dan dialihkan secara hukum
b. Dapat atas benda berwujud.

c. Dapat juga atas benda tidak berwujud.

%2 Boedi Harsono, Akibat Hukum Jaminan Fidusia, (Ghalia: Jakarta).

% Satrio..J ,. 2002. Hukum Jaminan Kebendaan, PT, Citra Aditya.
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d. Benda bergerak.
e. Benda tidak bergerak yang tidak dapat dikatakan dengan hipotik.

f. Baik atas benda yang sudah ada maupun terhadap benda yang akan diperoleh
kemudian. Dalam hal benda yang akan diperoleh kemudian, tidak diperlukan
suatu akta pembebanan fidusia tersendiri.

Termasuk juga hasil klaim asuransi dari benda yang menjadi objek jaminan
fidusia, benda persediaan dapat juga menjadi objek jaminan fidusia. Untuk hak-
hak atas tanah yang tidak tunduk kepada KUHPerdata, sejarah perundang-
undangan kita mengenal pemisahan horizontal. Ciri-ciri hak memiliki bangunan

diatas tanah orang lain itu hak milik horizontal adalah sebagai berikut:

a. Bangunan dibangun oleh pemilik dengan bahan-bahannya milik sendiri

diatas tanah orang lain.
b. Hak membangun didasarkan atas persetujuan dengan pemilik tanah.
c. Bangunan dianggap dan diperlakukan sebagai “benda bergerak™.

d. Tanah dan bangunan merupakan dua benda yang terpisah dan dapat

dialihkan.

e. Hubungan pemilik tanah dan pemilik bangunan diatur didalam perjanjian

Sewa.
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f. Jika hak sewa berakhir, pemilik bangunan tidak memperoleh ganti rugi.
Pemilik tanah wajib mengambil alih bangunan dank arena itu pemilik

bangunan wajib memborongkan bangunan tersebut.

g. Pemutusan sewa harus seizin pejabat yang berwenang.

Menurut Sri Soedewi Masjchoen Sofwan mengatakan bahwa dengan
adanya pemisahan horizontal ini antara tanah dengan benda-benda lain seperti
bangunan- bangunan yang ada di atas tersebut. Konsekuensinya dalam peraturan
perundang- undangan, yang menjadi objek hak tanggungan adalah tanah saja.
Sedangkan bangunan-bangunan yang ada diatas tanah dimungkinkan dijadikan
untuk dijaminkan secara terpisah.

4. Jaminan Fidusia Dalam Hukum Islam

Dalam Pandangan Hukum Islam Jaminan Fidusia yang merupakan sebuah
perjanjian yang tidak merugikan salah satu pihak. Karena dalam fidusia objek
jaminan tetap berada pada pemilik barang.3* Sedangkan dalam konsep
perlindungan harta jaminan fidusia menjadi perjanjian yang memberikan
kemudahan kepada nasabah.

Jaminan tidak hanya dikenal di dalam Undang-Undang saja, dalam Islam
juga mengenal dasar hukum adanya jaminan yakni terdapat pada QS.Al-

Bagarah/2:283:%

%Ahmad Djazuli, Figh Jinayah , (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 1997).
% Surat Al - Bagarah Ayat 283, n.d.
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Dan jika kamu dalam perjalanan sedang kamu tidak mendapatkan seorang
penulis, maka hendaklah ada barang jaminan yang dipegang. Tetapi, jika
sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercayai
itu menunaikan amanatnya (utangnya) dan hendaklah dia bertakwa kepada
Allah, Tuhannya.

Seperti yang disebutkan dalam Al-qur’an di atas jaminan berfungsi untuk
memberikan hak tertentu atau merupakan bagi hasil bagi kreditur untuk dapat
memperoleh kembali jumlah uang apabila debitur tidak menepati janjinya untuk
melunasi pinjaman dibandingkan harus menyelesaikan dijalur pengadilan.
Kekayaan yang kelihatan maupun yang tidak kelihatan dan semua benda yang
dapat dijadikan jaminan atau tanggungan. Islam juga telah mengatur tentang
hukum atas sebuah jaminan didalam Al-Qur’an yang mana tujuannya agar
perjanjian yang dibuat tidak merugikan kedua belah pihak, meskipun pada
kenyataannya ada saja sebuah wanprestasi yang terjadi baik dari pihak kreditur

maupun pihak debitur.
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BAB IlI

METODE PENELITIAN
Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini merujuk pada

pedoman penulisan karya ilmiah yang diterbitkan IAIN Parepare. Bagian ini
menjelaskan mengenai pendekatan dan jenis penelitian, lokasi dan waktu penelitian,
fokus penelitian, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, uji keabsahan data,
dan teknik analisis data.*®
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian
1. Jenis Penelitian
Penelitian Kualitatif adalah penelitian tentang riset yang bersifat deskriptif
dan cenderung menggunakan analisis, metode kualitatif sebagai prosedur
penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis dan lisan.
Penelitian kualitatif merupakan proses penelitian yang berkesinambungan
sehingga tahap pengumpulan data, pengolahan data, dan analisis data dilakukan
secara bersamaan selama proses penelitian.’
Penelitian kualitatif yang penulis maksudkan adalah penelitian yang
menggambarkan mekanisme dalam membahas dan meneliti mengenai analisis
hukum pidana Islam terhadap tindak pidana jaminan fidusia, bagaimana

pertimbangan hakim terhadap kasus jaminan fidusia serta menganalisis hukum

% Tim Penyusun, Penulisan Karya llmiah Berbasis Teknologi Informasi (Parepare: IAIN
Parepare Nusantara Press, 2020).

¥ Bagong Suyanto dan Sutinah, Metode Penelitian Sosial: Berbagai Alternatif Pendekatan
(Jakarta: Kencana, 2011).

36



37

pidana Islam terhadap jaminan fidusia . Melalui penggunaan metode kualitatif
diharapkan dapat ditemukan makna-makna yang tersembunyi dibalik objek dan
subjek yang akan diteliti.*®
2. Pendekatan Penelitian

Paradigma penelitian merupakan kerangka berfikir yang menjelaskan
bagaimana cara pandang terhadap fakta kehidupan sosial dan perlakuan peneliti
terhadap ilmu atau teori. Pendekatan penelitian yang digunakan pendekatan
perundang-undangan, karena penulis ingin mengakaji tentang Undang-Undang
Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia di Kota
Parepare. Penulisan hukum ini dimaksudkan untuk memahami sekaligus
menganalisis secara komprehensif hirarki peraturan perundang-undangan dan
asas-asas dalam peraturan perundang-undangan. Pendekatan perundang-undangan
dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi
yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang di tangani.

Selain pendekatan perundang-undangan, penulis juga menggunakan
pendekatan hukum normative dengan metode kualitatif dengan jenis penelitian
lapangan (Field Research). Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan fenomena

melalui pengumpulan data sedalam-dalamnya.*

% Suteki dan Galang Taufani, Metode Penelitian Hukum (Filsafat, Teori, Dan Praktik)
(Depok: PT Rajagrafindo Persada, 2018).

¥ Amiruddin dan Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum (Jakarta: PT
Rajagrafindo Persada, 2004).
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B. Lokasi dan Waktu Penelitian
1. Lokasi Penelitian
Lokasi penelitian adalah tempat dimana penelitian dilakukan untuk
memperoleh data dan informasi yang diperlukan berkaitan dengan masalah
penelitian. Dalam hal ini, lokasi penelitian ini dilakukan di Pengadilan Negeri
Parepare.
2. Waktu Penelitian
Penelitian dalam hal ini melakukan penelitian dengan waktu kurang lebih 2
bulan di Pengadilan Negeri Parepare.
C. Fokus Penelitian
Penelitian ini berfokus kepada "Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap
Tindak Pidana Jaminan Fidusia (Studi Kasus Putusan No.51/Pid.Sus/2020 PN Pre)"
di Pengadilan Negeri Parepare.
D. Jenis dan Sumber Data
1. Jenis Data
Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif
artinya data yang berbentuk kata-kata, bukan dalam bentuk angka. Data kualitatif
ini diperoleh melalui berbagai macam teknik pengumpulan data misalnya
observasi, dokumentasi, dan wawancara. Bentuk pengambilan data dapat diperoleh

dari gambar melalui pemotretan atau rekaman video.
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2. Sumber Data
Sumber data adalah semua keterangan yang diperoleh dari responden
ataupun berasal dari dokumen-dokumen baik dalam bentuk statistik atau dalam
bentuk lainnya guna keperluan penelitian tersebut.®® Sumber data dapat
dikelompokkan menjadi:
a. Data Primer
Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumbernya,
diamati dan dicatat untuk pertama kalinya. Dengan kata lain, data yang diambil
oleh peneliti secara langsung dari objek penelitiannya, tanpa diperantarai oleh
pihak ketiga, keempat, dan seterusnya, dalam penelitian ini diperoleh langsung
naik berupa observasi maupun hasil wawancara.** Oleh karena itu data primer
dalam penelitian ini adalah Hakim di Pengadilan Negeri Parepare.
b. Data Sekunder
Data sekunder adalah data yang mencakup dokumen-dokumen resmi,
buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam
bentuk laporan, skripsi, peraturan perundang-undangan, dan lain-lain. Data
sekunder adalah sumber data penelitian yang diperoleh tidak langsung serta

melalui media perantara. Dalam hal ini data sekunder di peroleh dari:

%0 Joko Subagyo, Metode Penelitian (Daklam Teori Praktek) (Jakarta: Rineka Cipta, 2006).
# Zainuddin Ali, Metode Penelitian Hukum (Jakarta: Sinar Grafika, 2011).
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1) Kepustakaan

2) Internet

E. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Data

Metode pengumpulan data merupakan langkah paling utama dalam penelitian
karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data.*” Pada penelitian ini
peneliti terlibat langsung di lokasi atau dengan kata lain penelitian lapangan (Field
Research).

Adapun teknik yang digunakan dalam penelitian ini antara lain:

1. Wawancara (Interview)

Teknik untuk mengumpulkan data yang dilakukan penulis salah satunya
dengan wawancara yang dimana bertujuan untuk mendapatkan informasi.
Wawancara adalah suatu proses tanya jawab lisan, dimana dua orang atau lebih
saling berhadapan secara fisik, yang satu dapat melihat muka lain dengan
mendengar telinga sendiri dari suaranya.”’ Wawancara merupakan salah satu
metode pengumpulan data yang dapat digambarkan sebuah interaksi yang
melibatkan antara pewawancara dengan yang diwawancarai dengan maksud dan
tujuan untuk mendapatkan informasi yang akurat dan dapat dipercaya. Dalam

teknik wawancara ini juga perlu memperhatikan beberapa hal baik itu dari segi

*2 Sugiyono, Metode Penelitian Manajemen (Bandung: Alfabeta, 2015).

* Sukandarrumidi, Metodologi Penelitian Petunjuk Praktis Untuk Peneliti Pemula
(Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2006).
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intonasi, kontak mata dan kecepatan berbicara saat melontarkan pertanyaan-
pertanyaan kepada responden.

Ada beberapa teknik dalam melakukan sesi wawancara, adapun teknik
yang akan diambil peneliti ialah teknik wawancara mendalam. Teknik ini
merupakan suatu cara untuk mengumpulkan suatu data dan informasi yang
dilakukan dengan cara bertatap muka langsung dengan responden, denga tujuan
untuk mengumpulkan data yang lengkap mengenai apa yang ingin di teliti. Dalam
hal ini, peneliti akan memperoleh informasi dan penelitian dari sebuah wawancara
dengan pihak-pihak yang terkait.

2. Pengamatan (Observasi)

Observasi merupakan metode yang digunakan dengan cara mengamati dan
mencatat secara sistematik terhadap gejala-gejala yang tanpa pada objek
penelitian, baik secara langsung maupun tidak langsung.** Observasi dilakukan
untuk memperoleh data yang berhubungan dengan objek penelitian. Dalam hal ini
peneliti terjun langsung dilokasi penelitian untuk melakukan pengamatan guna
mendapatkan data yang diperlukan.

3. Dokumentasi
Dokumentasi merupakan suatu cara pengumpulan data yang menghasilkan

catatan-catatan penting yang berhubungan dengan masalah yang diteliti, sehingga

'S, Margono, Metodologi Penelitian Pendidikan (Jakarta: Rineka Cipta, 2010).
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akan diperoleh data yang lengkap, sah dan bukan berdasarkan perkiraan.* Dalam
hal ini, peneliti akan memperoleh informasi dengan mengumpulkan dokumen-
dokumen serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah
yang diteliti.

Selanjutnya, pengolahan data merupakan suatu langkah penelitian untuk
mengumpulkan data yang sebenarnya dan setelah data berhasil terkumpul peneliti

menggunakan teknik pengelolaan data dengan beberapa tahapan sebagai berikut:

a. Editing, merupakan pemeriksaan kembali semua data yang diperoleh
terutama dari segi kelengkapan data yang diperoleh, kejelasan makna,

keselarasan antara data yang ada dan relevansinya dengan penelitian.

b. Coding, pada tahap ini penulis menyusun kembali data yang terlah diperoleh

dalam penelitian yang diperlukan.

c. Penafsiran data, adalah menganalisis kesimpulan mengenai teori yang
digunakan disesuaikan dengan kenyataan yang digunakan, yang akhirnya

merupakan sebuah jawaban dari rumusan masalah.

d. Pengambilan kesimpulan (including) Penyimpulan hasil analisis data
merupakan suatu kegiatan intisari dari hasil penelitian yang telah dilakukan

oleh peneliti dengan cara mencari pola, metode, tema, hubungan dan

** Basrowi, Memahami Penelitian Kualitatif (Jakarta: Rineka Cipta, 2008).
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sebagainya dalam bentuk pernyataan-pernyataan atau kalimat singkat dan
bermakna jelas.
F. Uji Keabsahan Data
Untuk memeriksa keabsahan suatu data adalah suatu unsur yang tidak dapat
dipisahkan ketika ingin melakukan suatu penelitian yang dilakukan dengan metode
kualitatif, adapun teknik yang digunakan, ialah sebagai berikut:
1. Uji Credibility
Uji kredibilitas adalah suatu kepercayaan artinya hasil dan proses suatu
penelitian apakah bisa diterima atau dipercaya. Fungsi dari kredibilitas ialah untuk
menunjukkan ukuran kepercayaan dari hasil penemuan dengan cara pembuktian
yang dilakukan oleh peneliti pada kenyataan yang sedang diteliti.
Ada beberapa metode yang digunakan oleh peneliti untuk menguji
kredibilitas data-data hasil penelitian yang dikumpulkan,yaitu:
a. Triangulasi
Triangulasi dalam uji Credibility diartikan sebagai data inspeksi dari
sumber yang berbeda pada waktu yang berbeda. Maka dari itu ada beberapa

metode triangulasi, yaitu:

1) Triangulasi sumber merupakan metode yang digunakan untuk menguji

kepercayaan suatu data yang diperoleh dari berbagai sumber.

2) Triangulasi teknik, merupakan metode yang digunakan untuk menguji

kepercayaan suatu data yang diperoleh kemudian dilakukan pengecekan
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dengan sumber yang sama tetapi melalui teknik yang beda, misalkan

teknik observasi, dokumentasi dan wawancara.

3) Triangulasi waktu, waktu juga berperang penting dalam mendapatkan
suatu data contohnya saja ketika kita melakukan proses wawancara pada
pagi hari, pada saat itu narasumber masih dalam keadaan segar maka kita
akan mendapatkan suatu data yang lebih valid.

b. Menggunakan bahan referensi
Adanya referensi juga diperlukan dalam uji kredibilitas suatu data,
referensi tersebut merupakan suatu pendukung untuk membuktikan data yang
telah didapatkan oleh peneliti.
c. Mengadakan Membercheck
Metode ini bertujuan untuk mengetahui bahwa data yang peneliti
peroleh sepadan dengan data yang diberikan oleh beberapa responden.
Membercheck adalah suatu proses pengecekan data yang diperoleh peneliti
kepada pemberi data.
2. Uji Transferability
Dalam penelitian kuantitatif, transferabilitas disebut validitas eksternal
terkait dengan konsep generalisasi data. Tingkat transferabilitas keakuratan atau
sejauh mana hasil penelitian dapat diterapkan pada populasi informani dipilih.
Dalam penelitian kualitatif, nilai transferabilitas tergantung pada pembaca, sejauh

mana hasil penelitian dapat diterapkan? Latar belakang dan keadaan sosial lainnya.
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3. Uji Dependebility
Uji dependebility dilakukan dengan melakukan pemeriksaan terhadap
keseluruhan proses penelitian. Dalam penelitian ini dependebility dilakukan oleh
auditor yang independen atau dosen pembimbing untuk mengaudit keseluruhan
aktivitas peneliti dalam melakukan penelitian.*®
4. Uji Confirmability
Uji Confirmability artinya menguji hasil dari penelitian yang kemudian
dihubungkan proses yang telah dilakukan. Jika hasil penelitian adalah fungsi dari
proses penelitian yang dilakukan peneliti maka penelitian itu sudah memenuhi
standar Confirmability .
G. Teknik Analisis Data
Analisis data merupakan suatu proses penyusunan segala bentuk material
yang telah dikumpulkan, yang dimana bertujuan untuk menyempurnakan pemahaman
terhadap data tersebut yang kemudian menyajikannya kepada orang lain agar lebih
jelas tentang apa yang telah ditemukan di lapangan.
Untuk mengemukakan data agar lebih mudah dipahami, maka diperlukan
berbagai langkah-langkah diantaranya analisis data yang digunakan adalah reduksi
data (data reduction), penyajian data (data display), dan penarikan kesimpulan atau

verifikasi.*’

“® Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualtatif Dan R & D (Bandung: Elfabeta, 2007).
*" HB. Sutopo, Pengantar Metodologi Penelitian Kualitatif (Surakarta: UNS Press, 2002).
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1. Reduksi data

Reduksi data adalah suatu bentuk analisis yang menggolongkan,
mengarahkan dan membuang data yang tidak perlu dan mengorganisasi data
dengan cara sedemikian rupa sehingga simpulan final dapat ditarik dan
diverifikasi. Reduksi data berlangsung terus menerus sampai sesudah penelitian
sampai laporan akhir sempat tersusun.
2. Penyajian data

Penyajian data adalah rangkaian organisasi informasi yang memungkinkan
kesimpulan riset dapat dilakukan. Penyajian data dimaksudkan untuk menemukan
pola-pola yang bermakna serta memberikan kemungkinan adanya penarikan
kesimpulan serta memberikan tindakan.
3. Penarikan kesimpulan

Analisis data nantinya akan menarik kesimpulan yang bersifat khusus atau
berangkat dari kebenaran yang bersifat umum mengenai suatu fenomena yang

bersangkutan.*®

*8 Saifuddin Azwar, Metode Penelitian, Cet, Ke-I1 (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2000).



BAB IV
HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pertimbangan Hakim terhadap Kasus Jaminan Fidusia dalam Putusan

Nomor: 51/Pid.Sus/2020/PN Parepare
Kronologi kasus ini terjadi pada tanggal 04 September 2018 atau setidak-

tidaknya pada waktu-waktu lain antara Tahun 2018, bertempat di jalan Bau
Massepe No.256 Kel. Labukkang Kec. Ujung, Kota Parepare atau setidak-tidaknya
pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri
Parepare, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut
serat melakukan dengan sengaja memalsukan, mengubah, menghilangkan atau
dengan cara apapun memberikan keterangan secara menyesatkan, yang jika
diketahui oleh salah satu pihak, tidak melahirkan perjanjian jaminan fidusia.

Sebagaimana waktu dan tempat tersebut di atas berawal dari terdakwa Il
Basrul Hamid yang hendak membeli mobil di PT. Wom Finance namun terdakwa
Il Basrul Hamid terkendala dengan adminitrasi atau dokumen untuk pembiayaaan
sehingga terdakwa Il menyarankan kepada terdakwa | Hariyanti Binti Luthfi untuk
mengajukan permohonan kredit pembelian 1 (satu) unit mobil merk Toyota Yaris
warna putih kepada PT. Wom Finance dengan menyerahkan data berupa identitas
lengkap dan melengkapi persyaratan yang ditentukan.*

Setelah seluruh persyaratan dipenuhi oleh terdakwa | Hariyanti Binti Luthfi

pihak PT. Wom Finance pun melakukan survey, selanjutnya menyatakan bahwa

* putusan Pengadilan Negeri Parepare Nomor 51/Pid.Sus/2020/PN Pre.
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terdakwa | Hariyanti Binti Luthfi layak untuk membeli sebuah mobil secara kredit
sebagaimana permohonan yang diajukannya. Setelah itu, dibuatlah perjanjian
pembiayaan dengan nomor: 808400015524 yang harus dipatuhi oleh terdakwa |
Hariyanti Binti Luthfi yang mana isi perjanjiannya memuat kewajiban pembayaran
pihak kedua dengan total kewajiban Rp.135.415.00 (seratus tiga puluh lima juta
empat ratus lima belas ribu rupiah) dan setiap bulannya terdakwa | Hariyanti Binti
Luthfi harus membayar angsuran sebesar Rp. 3.869.000,- (tiga juta delapan ratus
enam puluh sembilan ribu rupiah) selama 35 (tiga puluh lima) kali / bulan,
terhitung sejak tanggal 04 September 2018.

Terdakwa sudah membayar angsuran sebanyak 7 (tujuh) kali, namun
angsuran yang ke-8 (delapan) dan seterusnya sampai sekarang terdakwa |
Hariyanti Binti Luthfi tidak membayar angsuran sedangkan kendaraan yang
menjadi objek jaminan fidusia dan merupakan milik pada tanggal 04 September
2018 atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu lain antara tahun 2018, bertempat di
jalan Bau Massepe No0.256 Kel. Labukkang Kec. Ujung, Kota Parepare atau
setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum
Pengadilan Negeri Parepare, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan
dan yang turut serat melakukan dengan sengaja memalsukan, mengubah,
menghilangkan atau dengan cara apapun memberikan Kketerangan secara
menyesatkan, yang jika diketahui oleh salah satu pihak, tidak melahirkan

perjanjian jaminan fidusia.
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Terdakwa sudah membayar angsuran sebanyak 7 (tujuh) kali, namun
angsuran yang ke-8 (delapan) dan seterusnya sampai sekarang terdakwa |
Hariyanti Binti Luthfi tidak membayar angsuran sedangkan kendaraan yang
menjadi objek jaminan fidusia dan merupakan milik PT.Wow Finance berdasarkan
sertifikat jaminan fidusia nomor: W23.00239932.AH.05.01 tahun 2018 tanggal 28
Desember 2018, berupa 1 (satu) unit mobil merk Toyota Yaris warna putih,
sebagaimana yang tercantum dalam akta jaminan fidusia nomor 120, tanggal 06
Desember 2018 tidak ada dalam penguasaan terdakwa | Hariyanti Binti Luthfi dan
hal tersebut baru diketahui oleh pihak PT.Wom Finance saat melakukan
penagihan.

Ketika perihal tersebut ditanyakan kepada terdakwa | Hariyanti Binti Luthfi,
terdakwa | Hariyanti Binti Luthfi pun menjawab bahwa pada saat mengajukan
permohonan kredit mobil pada PT.Wom Finance, mobil tersebut bukan untuk
terdakwa | Hariyanti Binti Luthfi pergunakan melainkan untuk terdakwa Il Basrul
Hamid dan dalam hal ini, terdakwa | Hariyanti Binti Luthfi hanya selaku atas
nama yang memasukkan identitas pada saat pembelian mobil secara kredit pada
pihak PT.Wom Finance.

Sepengetahuan terdakwa | Hariyanti Binti Luthfi, terdakwa Il Basrul Hamid
mengalihkan objek jaminan fidusia berupa 1 (satu) unit mobil merk Toyota Yaris
warna putih kepada saksi Fira dengan harga Rp. 15.000.000 (lima belas juta

rupiah) tanpa sepengetahuan PT. Wom Finance; Bahwa akibat perbuatan terdakwa
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tersebut, pihak PT. Wom Finanace menderita kerugian sebesar Rp.112.201.000

(seratus dua belas juta dua ratus seribu rupiah).*

Hakim sebelum menjatuhkan hukuman kepada terdakwa maka Hakim telah

mempertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan meringankan

bagi terdakwa diantaranya adalah sebagai berikut:

1)

2)

a. Keadaan-keadaan yang memberatkan

1) Perbuatan para terdakwa dapat ditiru oleh orang lain sehingga

meresahkan lembaga pembiayaan.

. Keadaan-keadaan yang meringankan

1) Para terdakwa menyesali perbuatannya
2) Para terdakwa bersikap sopan selama persidangan
3) Para terdakwa belum pernah dihukum.>*

Adapun alat bukti dalam perkara ini antara lain:
1 (satu) unit Mobil Toyota Yaris E A/T, tahun pembuatan 2010, warna putih
stiker hitam pada bagian kap mesin, atap bagian atas dan pintu belakang,
nomor polisi yang terpasang pada bagian depan DD 280 AK, nomor mesin
INZ — Y 184240, nomor rangka MRO54HY91A4652154.
Sertifikat jaminan fidusia nomor: W23.00239932.AH.50.01 tahun 2018

tanggal: 28-12-2018, jam: 04:51:47.

%0 pytusan Pengadilan Negeri Parepare Nomor 51/Pid.Sus/2020/PN Pre.
*! pytusan Pengadilan Negeri Parepare Nomor 51/Pid.Sus/2020/PN Pre.
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3) Akta jaminan fidusia nomor 120 tanggal 06 desember 2018.

4) Surat kuasa pembebanan jaminan fidusia.

5) Surat persetujuan dan kuasa penarikan jaminan.

6) Perjanjian pembiayaan.

7) Foto copy dokumen kendaraan obyek fidusia (BPKB, STNK).
8) Kwitansi penerimaan dana yang diterima Basrul dari saksi Fira.
9) Surat peringatan.

10) Kartu piutang konsumen.

11) Surat pernyataan dan jaminan.

12) Surat pernyataan debitur.

Pertimbangan Hakim di atas belum dirasa cukup untuk menjadi keringanan
dalam penjatuhan hukuman untuk terdakwa, jadi penulis ingin mengetahui tentang
sejaun mana hakim mempertimbangkan pembuktian dalam kasus tindak pidana
fidusia ini. Adapun hasil wawancara yang dilakukan Pengadilan Negeri Parepare

oleh salah satu Hakim menjelaskan bahwa:

Pembuktian pada saat proses peradilan tindak pidana fidusia itu sudah diatur
dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1999 tentang
Jaminan Fidusia dalam pasal 1 angka (1). Jadi bagaimana membuktikannya
tergantung apa yang dilakukan sama si penjamin fidusia. Pelanggaran yang
sering terjadi pada kasus fidusia yaitu ketika pengalihan sebuah objek seperti
kendaraan yang di kredit sebelum masa kredit selesai atau pelunasan.
Adapun tindakan yang dilakukan oleh Hakim Pengadilan Negeri Kota
Parepare yaitu melihat dari pemberi fidusia apakah memiliki niat jahat dalam

%2 pytusan Pengadilan Negeri Parepare Nomor 51/Pid.Sus/2020/PN Pre.
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pengalgi)?an sebuah objek atau barang yang masih bersifat pinjaman atau
kredit.

Hasil wawancara diatas menunjukkan bahwa Hakim dalam melakukan
pembuktian sudah sesuai dengan ketentuan yang sudah diatur dalam Undang-
Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1999, sehingga penulis selanjutnya
ingin mengetahui bahwa Hakim mendahulukan keyakinannya pada proses
pembuktian yang Hakim lakukan di persidangan. Adapun hasil wawancara oleh
salah satu Hakim di Pengadilan Negeri Parepare menjelaskan bahwa :

Keputusan yang akan dilakukan Hakim adalah melihat hasil dari keputusan
sebuah persidangan ketika si pelaku sudah memperlihatkan unsur-unsur
kecurangannya dalam tindak pidana fidusia ini, maka Hakim akan
mengambil sebuah keputusan sesuai Undang-undang fidusia. Ketika
keputusan dari persidangan belum mencukupi maka Hakim akan melakukan
keyakinan mereka dalam menindak lanjuti si pelanggar fidusia ini.>*

Hasil dari wawancara diatas menunjukkan bahwa Hakim dalam
mempertimbangkan dan memutuskan hukuman untuk terdakwa pada kasus ini
sudah sangat yakin dan melihat ketentuan yang sudah diatur sehingga Hakim bisa
memutuskan perkara tanpa ragu. Selanjutnya penulis ingin mengetahui tentang
penafsiran yang digunakan hakim pada saat mempertimbangkan kasus ini, adapun
hasil wawancara oleh salah satu Hakim Pengadilan Negeri Parepare menjelaskan

bahwa :

Penafsiran hukum yang dilakukan oleh Hakim yaitu secara kontekstual dan
tidak menafsirkan hukum secara tekstual, dalam artian selama si pelaku

¥ Mochamad Rizqi Nurridlo, S.H, Hakim Pengadilan Negeri Parepare, Wawancara oleh
peneliti di Pengadilan Negeri Parepare, 11 November 2022.

* Mochamad Rizqi Nurridlo, S.H, Hakim Pengadilan Negeri Parepare, Wawancara oleh
peneliti di Pengadilan Negeri Parepare, 11 November 2022.
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pelanggar fidusia masih memiliki etika baik dalam hal ini maka Hakim akan

memperlakukan hukum secara kontekstual.>

Hasil dari wawancara diatas bisa disimpulkan bahwa Hakim secara
kontekstual yang berarti melihat keadaan, situasi dan kejadian yang dilakukan
terdakwa dalam persidangan dan terdakwa memiliki etika baik jadi Hakim
memperlakukan hukum itu secara kontekstual. Kemudian penulis ingin
mengetahui lagi tentang cara hakim mengkaitkan pasal yang didakwakan JPU
dengan pasal yang diputuskan Hakim. Adapun hasil wawancara oleh salah satu
Hakim Pengadilan Negeri Parepare menerangkan bahwa :

Keterkaitan antara pasal yang didakwakan penuntut dengan pasal yang di

putuskan oleh Hakim dalam hal ini Hakim tidak melihat apa yang

didakwakaan oleh penuntut umum melainkan Hakim akan melihat dari

dakwaannya. Misalkan sudah tiga pasal yang didakwakan maka dalam hal

ini Hakim akan fokus dalam dakwaan tersebut. Dalam hal ini Hakim tidak

terikat kepada jaksa penuntut umum maka dalam hal ini sebenarnya tidak

terikat.™

Hasil wawancara diatas bisa disimpulkan bahwa Hakim tidak melihat apa
yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum tetapi hakim fokus melihat dakwaan yang
pasalnya berlapis sehingga Hakim dalam menjatuhkan hukuman tidak terikat
dengan apa yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum. Selanjutnya penulis ingin
tahu tentang cara Hakim mengetahui terdakwa tersebut bersalah, adapun hasil

wawancara oleh salah satu Hakim Pengadilan Negeri Parepare menerangkan

bahwa :

% Mochamad Rizqi Nurridlo, S.H, Hakim Pengadilan Negeri Parepare, Wawancara oleh
peneliti di Pengadilan Negeri Parepare, 11 November 2022.

% Mochamad Rizqi Nurridlo, S.H, Hakim Pengadilan Negeri Parepare, Wawancara oleh
peneliti di Pengadilan Negeri Parepare, 11 November 2022.
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Dalam hal ini Hakim menilai dari beberapa hal yang pertama Hakim melihat
dari perbuatannya apakah pelaku ini memang memiliki niat jahat atau kah si
pelaku ini sedang mengalami gangguan jiwa, yang kedua Hakim harus
kuenfikasikan pidana yang akan diberikan kepada si pelaku, ketiga yaitu
pelaku mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya. Dalam hal ini

Hakim memiliki dua alasan dalam mengambil sebuah keputusan, yang

pertama yaitu alasan pemaaf dan yang kedua yaitu alasan pembenar.®’

Hasil wawancara diatas menunjukkan bahwa Hakim menilai dari gerak-gerik
atau tindakan terdakwa sehingga Hakim mengetahui bahwa terdakwa ini memang
bersalah. Kemudian penulis ingin tahu lagi mengenai dasar Hakim
mempertimbangkan dan memutuskan perkara kasus tindak pidana fidusia ini.
Adapun hasil wawancara oleh salah satu Hakim Pengadilan Negeri Parepare

menjelaskan bahwa :

Didalam hal ini Hakim akan menilai dari unsur-unsur yang ada ketika unsur-
unsur yang dilakukan oleh terdakwa terbukti dilakukan maka dalam hal ini
Hakim akan pertimbangkan dalam tindak pidana fidusia.*®

Hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa yang menjadi dasar Hakim
untuk mempertimbangkan kasus tindak pidana fidusia ini melihat dari semua unsur
apakah sudah terpenuhi sesuai yang sudah dicantumkan dalam peraturan
perundang-undangan. Kemudian penulis ingin mengetahui lagi tentang sesuai atau
tidak penyelesaian kasus ini dengan peraturan yang ada, adapun hasil wawancara

oleh salah satu Hakim Pengadilan Negeri Parepare menjelaskan bahwa :

Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2020/PN Pre sudah dilakukan sebagaimana
mestinya, adapun hal yang harus dilihat dari putusan ini yaitu selama si

" Mochamad Rizqi Nurridlo, S.H, Hakim Pengadilan Negeri Parepare, Wawancara oleh
peneliti di Pengadilan Negeri Parepare, 11 November 2022.

% Mochamad Rizqi Nurridlo, S.H, Hakim Pengadilan Negeri Parepare, Wawancara oleh
peneliti di Pengadilan Negeri Parepare, 11 November 2022.
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pelaku sudah memperlihatkan etika baiknya dalam hal ini ingin membayar
denda maka Hakim akan memberikan pertimbangan ke terdakwa.

Hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa penyelesaian perkara
kasus tindak pidana fidusia ini sudah sesuai dan dijalankan dengan mestinya
berdasarkan ketentuan-ketentuan yang berlaku. Selanjutnya penulis ingin tahu
tentang kendala-kendala yang mungkin terjadi dalam persidangan berlangsung,
adapun hasil wawancara oleh salah satu Hakim Pengadilan Negeri Parepare

menerangkan bahwa :

Kendala-kendala yang bisa saja terjadi itu banyak, misalnya seperti korban
yang emosi atau keluarga korban yang emosi, membawa senjata tajam,
membuat keributan. Dari beberapa kendala tersebut yang saya sebutkan itu
bisa menghambat jalannya persidangan.®

Hasil wawancara diatas menunjukkan bahwa kendala yang sering terjadi
dalam persidangan itu karena emosi yang tak tertahan kepada terdakwa sehingga
menghambat proses persidangan yang sedang berlangsung. Kemudian penulis
ingin mengetahui tentang bolehkah Hakim memberikan pertimbangan hukum yang
berbeda dalam satu putusan, adapun hasil wawancara oleh salah satu Hakim

Pengadilan Negeri Parepare menerangkan bahwa :

Boleh, karena Hakim itu punya kebebasan dalam memberikan pertimbangan
hukum yang sesuai dengan ilmu dan keyakinan Hakim dalam memutuskan
perkara yang disidangkannya.®*

* Mochamad Rizqi Nurridlo, S.H, Hakim Pengadilan Negeri Parepare, Wawancara oleh
peneliti di Pengadilan Negeri Parepare, 11 November 2022.

% Mochamad Rizqi Nurridlo, S.H, Hakim Pengadilan Negeri Parepare, Wawancara oleh
peneliti di Pengadilan Negeri Parepare, 11 November 2022.

8 Mochamad Rizqi Nurridlo, S.H, Hakim Pengadilan Negeri Parepare, Wawancara oleh
peneliti di Pengadilan Negeri Parepare, 11 November 2022.
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Hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa Hakim mempunyai
kebebasan dalam pertimbangannya yang menurut pengetahuan dan keyakinan
Hakim itu sendiri dalam memutuskan perkara kasus tindak pidana ini di dalam
persidangan. Terakhir, penulis ingin mengetahui tentang apa yang terjadi jika
Hakim salah mengambil keputusan, adapun hasil wawancara oleh salah satu

Hakim Pengadilan Negeri Parepare menjelaskan bahwa :

Hakim kalau salah mengambil suatu keputusan perkara maka akan kena
sanksi administrasi atau pidana dan itu melanggar ketentuan-ketentuan yang
sudah diatur untuk Hakim.®

Hasil wawancara diatas menunjukkan bahwa jika Hakim salah atau sengaja
salah dalam memutus perkara maka Hakim akan di pidana sesuai dengan
ketentuan-ketentuan yang berlaku. untuk Hakim akan tetapi dalam hal ini Hakim
sudah tepat dan bijak dalam memutuskan perkara kasus tindak pidana fidusia ini
dan sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur.

Berdasarkan keterangan sanksi-sanksi terdakwa serta memperhatikan barang
bukti dan bukti surat yang diajukan di persidangan, dan setelah mendengar
pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum pada pokoknya itu
menyatakan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah
melakukan tindak pidana “yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang
turut serta melakukan mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan benda yang

menjadi objek jaminan fidusia sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 ayat (2)

%2 Mochamad Rizqi Nurridlo, S.H, Hakim Pengadilan Negeri Parepare, Wawancara oleh
peneliti di Pengadilan Negeri Parepare, 11 November 2022.
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yang dilakukan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari penerima fidusia”,
sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan kedua kami melanggar
pasal 36 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1999 tentang
Jaminan Fidusia Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I. HARIYATI Binti H. LUTHFI dan
terdakwa Il. BASRUL HAMID Alias BASRUL Bin HAMID dengan pidana
penjara masing-masing selama 8 (delapan) bulan, dan denda masing-masing
sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) subsider 3 (tiga) bulan dengan masa
percobaan selama 1 (satu) tahun.

Terhadap tuntutan pidana tersebut, para terdakwa yang pada pokoknya
terdakwa memohon hukuman yang seringan-ringannya dengan alasan bahwa
terdakwa tidak akan mengulangi lagi perbuatannya merasa menyesal. Bahwa
terhadap pembelaan dari Penasehat Hukum, Jaksa Penuntut Umum tetap pada
tuntutannya dan Penasehat Hukum tetap pada pembelaannya.

Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta
hukum tersebut diatas, para terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak
pidana yang didakwakan kepadanya serta menimbang bahwa para terdakwa telah
didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif,
sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas
memilih langsung dakwaan alternatif ke dua sebagaimana diatur dalam pasal 36
Undang-undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan

Fidusia Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana.
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Unsur-unsur yang menjadi bahan pertimbangan hakim yakni yang pertama
adalah unsur “setiap orang” dalam unsur ini adalah setiap orang selaku subjek
hukum yang didakwa melakukan sesuatu tindak pidana sebagaimana yang
didakwakan Penuntut Umum kepadanya dan yang bersangkutan sedang
dihadapkan ke persidangan, apabila perbuatannya memenuhi unsur-unsur dari
tindak pidana yang didakwakan maka orang tersebut akan dinyatakan sebagai
pelaku.

Unsur yang kedua yakni “Mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan
benda yang menjadi objek jaminan fidusia sebagaimana dimaksud dalam pasal 23
ayat (2)” pengertian dan penerapan sub-unsur “Mengalihkan, menggadaikan, atau
menyewakan” dalam hal ini pun bersifat alternatif (pilihan), yang ditunjukkan
dengan adanya kata penghubung “atau” dalam rumusan sub unsur pasal tersebut,
artinya bahwa adanya satu kata atau frase saja dalam unsur tersebut yang telah
terpenuhi oleh perbuatan terdakwa, maka perbuatan terdakwa tersebut dikatakan
telah memenuhi satu unsur secara keseluruhan atau dengan kata lain Majelis
Hakim cukup membuktikan salah satu frase saja dalam rumusan unsur tersebut
untuk menyatakan unsur tersebut terpenuhi.

Hakim dalam pertimbangannya menimbang bahwa pasal 23 ayat (2) berbunyi
:Pemberi fidusia dilarang mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan kepada
pihak lain benda yang menjadi objek jaminan fidusia yang tidak merupakan benda
persediaan, kecuali dengan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari penerima fidusia,

berdasarkan uraian fakta hukum tersebut di atas. Majelis Hakim berkesimpulan unsur
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ke-2 (dua) yaitu “Mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan benda yang
menjadi objek jaminan fidusia sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 ayat (2) yang
dilakukan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari penerima fidusia” telah
terpenuhi.®

Unsur ketiga yakni “Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan,
dan yang turut serta melakukan perbuatan” maka dari kronologi kasus ini hakim
menimbang bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut di atas Majelis Hakim
berkesimpulan unsur ke-3 (tiga) yaitu “melakukan dan turut serta melakukan
perbuatan” telah terpenuhi. Oleh karena semua unsur dari pasal 35 Undang-undang
Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia telah terpenuhi,
maka para terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan
melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke dua.

Hakim dalam pertimbangannya menimbang bahwa dari fakta hukum yang
terungkap di persidangan tidak terdapat hal-hal yang dapat dijadikan penghapusan
pidana baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar, oleh karenanya para terdakwa
dapat dimintakan pertanggung jawaban atas perbuatan pidana yang dilakukannya,
maka atas kesalahannya, kepada para terdakwa haruslah dijatuhi pidana setimpal
dengan perbuatannya tersebut.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas dihubungkan dengan

ketentutan pidana pada pasal 35 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 42

% putusan Pengadilan Negeri Parepare Nomor 51/Pid.Sus/2020/PN Pre.
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Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, maka tepat dan adil kepada terdakwa perlu
diterapkan pidana percobaan sebagaimana ditentukan dalam pasal 14 (a) kitab
Undang-undang Hukum Pidana, dalam perkara ini terhadap para terdakwa telah
dikenakan penahanan yang sah, maka penahanan tersebut harus dikurangkan
seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Hakim dalam pertimbangannya menimbang bahwa terhadap permohonan dari
para terdakwa, Majelis Hakim berpendapat oleh karena seluruh unsur dalam dakwaan
Penuntut Umum telah terpenuhi, maka Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan
permohonan para terdakwa tersebut secara tersendiri, akan tetapi dipertimbangkan
bersama dengan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringakan bagi diri
para terdakwa. Oleh karena para terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani
pula untuk membayar biaya perkara.

Hakim dalam pertimbangannya memperhatikan, pasal 35 Undang-undang
Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia dan Undang-
undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan
perundang-udangan lain yang bersangkutan, sehingga hakim menyatakan para
terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana
"bersama-sama turut serta melakukan mengalihkan benda yang menjadi obyek
jaminan fidusia yang dilakukan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari
penerima fidusia”.

Hakim menjatuhkan pidana kepada para terdakwa oleh karena itu dengan

pidana penjara masing-masing selama 8 (delapan) bulan, serta pidana denda masing-
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masing sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda
tersebut tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu)
bulan, menetapkan bahwa pidana yang dijatuhkan kepada para terdakwa tidak perlu
dijalani, kecuali dikemudian hari berdasarkan putusan yang telah memperoleh
kekuatan hukum tetap, terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebelum berakhir
masa percobaan selama 1 (satu) tahun serta menetapkan bahwa masa penahanan yang
telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan hukuman yakni 8 (delapan) bulan
penjara serta denda Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) yang tidak sesuai dengan
ancaman pasal 36 yakni paling sedikit 1 (satu) tahun penjara dan paling lama 5
(tahun) dan denda paling sedikit 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) dan paling banyak
100.000.000 (seratus juta rupiah) karena selain dari keadaan yang meringankan dan
memberatkan. Adapun selanjutnya yakni putusan Hakim memang tetap dituntut oleh
masyarakat untuk berlaku adil, namun sebagai manusia Hakim juga dalam
putusannya tidaklah mungkin memuaskan semua pihak, tetapi walaupun begitu
Hakim tetap diharapkan menghasilkan putusan yang sedikit adil.

Sesuai fakta-fakta hukum didalam persidangan yang didasari pada aturan
dasar hukum yang jelas (asas legalitas) dan disertai dengan hati nurani Hakim.
Dalam hal seorang Hakim akan menjatuhkan suatu putusan maka ia akan selalu
berusaha agar putusannya nanti seberapa mungkin dapat diterima masyakat. Proses
penjatuhan putusan yang dilakukan oleh Hakim merupakan suatu proses yang sulit

sehingga memerlukan pelatihan, pengalaman, dan kebijaksanaan.
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Putusan Hakim merupakan hasil dari kewenangan mengadili setiap perkara
yang ditangani dan disadari pada surat dakwaan dan fakta-fakta yang terungkap
dipersidangan dan dihubungkan dengan penetapan dasar hukum yang jelas, hal ini
sesuai asas hukum pidana yaitu asas legalitas yang diatur pada pasal 1 ayat (1) KUHP
yaitu hukum pidana harus bersumber pada Undang-undang dan dalam asas hukum
jinayah yaitu asas legalitas yang diatur pada pasal 2 huruf (a) menjelaskan tiada suatu
perbuatan dapat dijatuhi ‘uqubat (hukuman yang dapat dijatuhkan oleh Hakim
terhadap pelaku jarimah) kecuali atas ketentuan jinayah dalam perundang-undangan
yang telah ada sebelum perbuatan dilakukan, artinya pemidanaan haruslah
berdasarkan Undang-undang yang telah diterapkan.

Adapun Analisis dari peneliti berdasarkan pertimbangan tersebut seluruh
unsur pasal 35 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1999 tentang
jaminan fidusia telah terpenuhi, maka terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah
dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana mengalihkan barang jaminan
fidusia tanpa izin tertulis dari penerima fidusia sebagaimana didakwakan dalam
dakwaan kedua. Dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan, Majelis Hakim
tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggungjawaban
pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun pemaaf oleh karenanya Majelis Hakim
berpendapat bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa harus dipertanggung
jawabkan kepadanya.

Berdasarkan analisis dari penulis dasar pertimbangan Hakim putusan

Pengadilan Negeri Parepare nomor 51/ Pid.Sus/2020/PN Pre tentang tindak pidana
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fidusia Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan
serta denda masing-masing sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) kurang tepat
karena dalam hal ini Hakim menjatukan pidana bersifat alternatif sedangkan bunyi
pasal yang digunakan bersifat kumulatif yaitu pasal 36 Undang-undang nomor 42

tahun 1999 tentang jaminan fidusia.

B. Analisis Hukum pidana Islam terhadap jaminan fidusia dalam putusan

nomor: 51/Pid.Sus/2020/PN Pre
Hukum pidana Islam disebut sebagai jarimah, dalam jarimah terdapat

beberapa macam sanksi tindak pidana mulai dari sanksi yang ringan hingga sanksi
yang berat dari sanksi tersebut terdapat aturan hukum yang yang mengaturnya.®*

Termasuk dalam hal ini contohnya tindak pidana fidusia yang sudah di atur
dalam hukum pidana Islam tetapi hukuman yang diberikan ditentukan oleh syara’
sehingga hukuman yang diberikan diserahkan sepenuhnya kepada hakim atau disebut
juga ulil amri.

Dalam Islam mengalihkan benda jaminan fidusia memang tidak ada tetapi
mengalihkan jaminan fidusia merupakan salah satu bentuk pelanggaran suatu
perjanjian dan suatu bentuk memakan harta orang lain dengan bathil.

Islam melarang perbuatan tersebut yaitu perbuatan rahin (orang yang
memberikan gadai) yang memindah tangankan marhun (harta yang digadaikan untuk
menjamin utang) tanpa seizin murtahin (orang yang menerima gadai) yang

mengakibatkan kerugian terhadap murtahin atau bisa disebut juga kejahatan dalam

8 Zainuddin Ali, Hukum Pidana Islam (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), h. 93.
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jaminan fidusia itu merupakan perbuatan yang dilarang oleh Islam karena Islam
sangat menentang orang-orang yang tidak memenuhi janji dan bentuk-bentuk
perbuatan mengambil harta orang lain dengan cara tidak benar dan segala hal yang

merugikan orang banyak. Seperti yang tercantum dalam Q.S. Al-Bagarah/2:188.%
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Terjemahnya:

“ Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di
antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa
(urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian
daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, Padahal kamu
mengetahui.”

Dalam ayat tersebut disebutkan bahwa kita tidak boleh memakan harta sesama
dengan cara yang bathil dan melanggar perjanjian karena bisa menimbulkan kerugian
terhadap orang yang telah dilakukan. Perbuatan mengalihkan jaminan fidusia tanpa
izin tertulis terlebih dahulu merupakan perbuatan melanggar perjanjian antara
penerima fidusia dan pemberi fidusia dan perbuatan ini menimbulkan kerugian
terhadap penerima fidusia oleh karena itu perbuatan tersebut dikategorikan sebagai
tindak pidana (jarimah).

Jika salah satu pihak melanggar perjanjian maka pihak tersebut telah
menghianati janjinya hal itu sangat dilarang oleh agama Islam karena Islam sangat

mewajibkan kita untuk memenuhi janji-janji yang kita buat dan Islam melarang kita

% Surat Al - Bagarah Ayat 188, n.d.
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untuk melanggat perjanjian yang telah kita buat sendiri perjanjian tertulis tersebut
lalah akta fidusia karena dalam akta fidusia tersebut sudah jelas hak hak dan
larangan-larangan para pihak.

Jaminan fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar
kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan
tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda. Contohnya apabila seseorang
membeli mobil secara kredit tapi si pemberi fidusia ini menjual kepada si penerima
fidusia tanpa ada persetujuan tertulis. Pada jaman nabi kasus jaminan fidusia belum
ada dikarenakan kasus ini baru-baru ada.

Dalam hukum pidana Islam jarimah di bagi menjadi 3 yaitu :

1. Jarimah hudud

Jarimah hudud merupakan jarimah yang memberikan ancaman hukumannya
berupa hukuman had, artinya pemberian hukuman atas dasar yang telah
ditentukan oleh syara yang menjadi hak Allah swt, adapun ciri jarimah hudud
sebagai hukuman yang diberikan telah ditentukan oleh syara dan pemberian
hukuman berupa hukuman maksimal dan pemberian hukuman tidak lain dari hak
Allah swt, adapun kategori jarimah hudud sebagai berikut:

a. Perzinahan
b. Menuduh orang lain berbuat zina (gadzaf)
c. Perampokan (hirabah)

d. Pemberontak (al-Baghyu)
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e. Pemabuk
f. Murtad (riddah)

2. Jarimah Qishash atau Diyat

Perbuatan yang ancaman hukumannya telah ditentukan kadar batas terendah
dan tertinggi melihat dari kerugian yang ditimbulkan dari korban kepada si
pembuat, yang apabila dari korban telah memaafkan maka hukuman tersebut
harus dihapuskan merupakan hukuman yang didasarkan pada hak perorangan.
Adapun kategori jarimah gishash atau diyat sebagai berikut:

a. Pembunuhan dengan sengaja

b. Pembunuhan semi sengaja

¢. Pembunuhan karena ketidak sengajaan

d. Penganiayaan dengan sengaja

e. Penganiayaan dengan tidak sengaja

3. Jarimah ta’zir

Jarimah ta’zir merupakan pemberian hukuman berlaku bagi yang bersifat
edukatif yaitu pemberian hukuman pelajaran bagi pelaku perbuatan dosa yang
hukuman nya tidak ada sanksi berupa hukuman had maupun kafarat, melainkan
pemberian hukumannya diserahkan sepenuhnya oleh hakim karena hukuman
berat ringannya tidak ditentukan oleh syara melainkan hakim yang menentukan
berat ringannya hukuman tersebut dengan tujuan memberikan pelajaran dan efek

jera bagi pelaku tindak pidana sehingga tidak mengulangi perbuatannya.
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Dapat dikatakan sebagai jarimah jika telah memenuhi unsur unsur berikut:

1. Unsur formil (adanya undang-undang atau nas)

Artinya setiap perbuatan tidak dianggap melawan hukum dan pelakunya
tidak dapat dipidana kecuali adanya nas atau undang-undang yang mengaturnya.
Dalam hukum positif masalah ini dikenal dengan istilah asas legalitas, yaitu suatu
perbuatan tidak dapat dianggap melawan hukum dan pelakunya tidak dapat
dikenai sanksi sebelum adanya peraturan yang mengundangkannya. Dalam syariat
Islam lebih dikenal dengan ar-rukn asy-syari.®®

Dalam unsur tersebut dalam kasus ini adalah jarimah yang dilakukan oleh
Hariyati Binti H Luthfi (47) dan Basrul Hamid (37) tahun adalah mengalihkan
barang jaminan fidusia tanpa izin tertulis dari penerima fidusia. Dalam hukum
pidana Islam sanksi pidana fidusia tidak ada dalam al-Qur’an dan hadis, oleh

karena itu sanksinya ialah za ’zir.

2. Unsur materiil (Ar-rukn al-madi)

lalah unsur yang menyatakan bahwa seseorang dapat dijatuhkan pidana
jika ia benar-benar terbukti melakukan sebuah jarimah, baik yang bersifat positif
(aktif dalam melakukan sesuatu) maupun yang bersifat negatif (pasif dalam
melakukan sesuatu).

Unsur materil dalam kasus ini yaitu terdapat fakta fakta yang terungkap

dalam proses persidangan bahwa benar terdakwa telah mealakukan pidana fidusia

% Makhrus Munajat, Dekonstruksi Hukum Pidana Islam.
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dengan cara oper kredit mobil Toyota Yaris kepada Basrul Hamid dan Fira tanpa

sepengetahuan dan izin tertulis terlebih dahulu pada penerima fidusia.

3. Unsur moril (Al-rukn al adabi)

lalah unsur yang menyatakan bahwa seseorang dapat dipersalahkan jika ia
bukan orang gila, anak dibawah umur, atau sedang berada dibawah ancaman.
Dalam kasus ini terdakwa Hariyati Binti H Luthfi 47 tahun dan Basrul Hamid 37
tahun bukan orang gila atau anak dibawah umur dan terdakwa tidak berada

dibawah ancaman sehingga dia harus mempertangungjawabkan perbuatann nya.

4. Unsur khusus

Yang dimaksud dengan unsur khusus ialah unsur yang hanya terdapat pada
peristiwa pidana (jarimah) tertentu dan berbeda antara unsur khusus pada jenis
jarimah yang satu dengan jarimah yang lainnya. Dalam kasus ini unsur khusus
yaitu mengalihkan jaminan fidusia maka unsur tersebut terpenuhi karena terdakwa
telah mengalihkan barang jaminan fidusia dengan cara mengoper kredit mobil
pada orang lain.

Di dalam hukum pidana Islam suatu perbuatan tindak pidana terdapat
beberapa hukuman yang menyertainya. Ketentuan sanksi terhadap pelaku pidana
fidusia dalam hukum Islam memang tidak disebutkan secara jelas baik dalam Al-
Qur’an maupun Hadist. Namun bukan berarti pelaku pidana fidusia tersebut

terlepas dari sebuah hukuman. Sesuai yang dijelaskan diatas perbuatan pidana
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fidusia merupakan jarimah ta’zir Karena jelas perbuatan tersebut dilarang oleh
syara’.

Dalam kasus ini unsur khusus yaitu mengalihkan jaminan fidusia maka
unsur tersebut terpenuhi karena terdakwa telah mengalihkan barang jaminan
fidusia dengan cara mengoper kredit mobil pada orang lain. Dalam hal ini telah
terjadi suatu kejahatan karena terdakwa telah melanggar peraturan yang ada maka
terdakwa bisa dikenakan sanksi, untuk sanksi terhadap tindak pidana fidusia
memang tidak ada didalam Al-Qur’an dan Hadist jadi sanksi yang dikenakan
dalam jarimabh ini ialah jarimah ta zir karena jarimah fa zir yang berkaitan dengan
pelanggaran terhadap hak Allah dan hak hamba yang tidak ditentukan Al-Qur’an
dan Hadist. Akan tetapi harus berdasarkan nash karena berhubungan dengan
kemaslahatan masyarakat.

Tindak pidana pengalihan jaminan fidusia itu secara khusus tidak diatur dan
dibahas dalam hukum pidana Islam sebagaimana pemaparan diatas oleh karena itu
tindak pidana pengalihan jaminan fidusia termasuk pidana za zir.

Ta’zir adalah bentuk hukuman yang tidak disebutkan ketentuan kadar
hukumnya oleh syara’ dan menjadi kekuasaan ulil amri atau Hakim jadi dalam hal
ini penguasa atau lembaga sepenuhnya diberikan wewenang untuk menentukan
kadar hukumnya. Dalam kasus ini hukuman terdakwa diputuskan oleh Pengadilan
Negeri Parepare karena pidana fidusia merupakan jarimah ta zir maka sanksi yang
dijatunkan pada pelakunya diserahkan kepada ulil amri atau pihak penguasa

setempat.
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Disisi lain Hakim dalam menjatuhkan pidana dalam kasus ini bersifat
alternatif dalam hukum pidana Islam penjatuhan pidana secara alternatif juga
ditetapkan pada hukuman gisas bagi pembunuh yang telah mendapatkan kerelaan
atau permaafan dari keluarga korban sehingga hukuman gisas tidak berlaku dan
beralih menjadi hukuman diyat. Sama halnya dengan kasus jaminan fidusia ini
yang hukumannya tidak ada dalam syara’ sehingga dijatuhkan jarimah ta’zir.

Berdasarkan analisis penulis sesuai dengan pandangan hukum Islam dalam
penjatuhan hukuman bagi terdakwa masuk dalam kategori jarimah ta zir karena
hukumannya tidak ada dalam syara’ dan mengikuti putusan ulil amri atau Hakim.

Tinjauan hukum pidana Islam dan hukum pidana dalam menegakkan
hukuman bagi terdakwa pelaku tindak pidana fidusia dilihat dari penjatuhan
hukuman, dimana dalam hukum pidana Islam dalam menentukan hukuman bagi
terdakwa tidak terlepas dari penjatuhan hukuman ta zir, berdasarkan pada Hakim
atau ulil amri menentukan kadar hukuman tindak pidana yang dilakukan, sesuai
nash-nash dan prinsip hukum Islam yang berlandaskan pada alat bukti pada saat di
persidangan dan hal-hal yang meringankan, memberatkan terdakwa, alat bukti
serta keterangan yang disampaikan oleh saksi di hadapan persidangan.®’

Sedangkan pada hukum pidana itu sendiri penjatuhan hukum bagi terdakwa
tetap berlandaskan pada kitab Undang-undang hukum pidana dengan penjatuhan

hukuman berdasarkan pada pasal-pasal yang berkaitan dengan tindak pidana

¢ A Djazuli, Figh Jinayah (Upaya Menanggulangi Kejahatan Dalam Islam) (Jakarta: Raja
Grafindo, 1997).
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fidusia serta memerhatikan sisi terdakwa dari hal-hal yang memberatkan dan
meringankan dengan tujuan hukuman memberikan efek jera dan pembinaan

kepada terdakwa sehingga tidak mengulangi perbuatnnya.



BAB V
PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan uraian dari hasil penelitian dan pembahasan mengenai Analisis
Hukum Pidana Islam Terhadap Tindak Pidana Jaminan Fidusia (Studi Kasus Putusan
No. 51/Pid.Sus/2020/PN Pre) yang telah di lakukan, maka peneliti dapat menarik
kesimpulan sebagai berikut :

1. Dalam putusan Pengadilan Negeri Parepare Nomor 51/Pid.Sus/2020/PN Pre
tentang tindak pidana jaminan fidusia Majelis Hakim menetapkan berdasarkan
dakwaan alternatif penuntut umum melanggar pasal 35 Undang-undang
Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia Jo Pasal 55
Ayat (1) ke-1 KUHPidana. Pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan hukuman
yakni 8 (delapan) bulan penjara serta denda Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah)
yang tidak sesuai dengan ancaman pasal 36 yakni paling sedikit 1 (satu) tahun
penjara dan paling lama 5 (tahun) dan denda paling sedikit 10.000.000 (sepuluh
juta rupiah) dan paling banyak 100.000.000 (seratus juta rupiah) karena selain
dari keadaan yang meringankan dan memberatkan.

2. Kasus ini termasuk dalam unsur khusus yaitu pengalihan jaminan fidusia maka
unsur tersebut terpenuhi karena terdakwa telah mengalihkan barang jaminan
fidusia dengan cara mengoper kredit mobil pada orang lain. Dalam hal ini telah
terjadi suatu kejahatan karena terdakwa telah melanggar peraturan yang ada

maka terdakwa bisa dikenakan sanksi, untuk sanksi terhadap tindak pidana

72
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fidusia memang tidak ada didalam Al-Qur’an dan Hadist jadi sanksi yang
dikenakan dalam jarimah ini ialah jarimah ta zir karena jarimah ta’zir yang
berkaitan dengan pelanggaran terhadap hak Allah dan hak hamba yang tiak
ditentukan Al-Qur’an dan Hadist. Akan tetapi harus berdasarkan nash karena

berhubungan dengan kemaslahatan masyarakat.

B. Saran

1. Kepada aparat penegak hukum serta pihak yang berwenang terutama yang
berprofesi sebagai hakim agar sebelum memutuskan perkara di pengadilan
hendaknya di sesuaikan dengan Undang-undang yang telah digunakan sehingga
terciptanya suatu kepastian hukum.

2. Supaya pelaksanaan Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan
Fidusia dapat terlaksana sesuai harapan para pihak serta dengan adanya
peraturan dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1999
Tentang Jaminan Fidusia penulis mengharapkan kepada semua pihak agar
mengerti hak dan kewajibannya masing-masing sesuai dengan Undang-undang

agar tidak terjadi tindak pidana fidusia.
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Jalan Jenderal Sudirman No. 39 Parepare 91122
Telp / Fax (0421) 21011 - 25807

' PENGADILAN NEGERI PAREPARE

Email : pnparepare@yahoo.com Website : www.pn-parepare.go.id
SURAT KETERANGAN

Nomor : W22.U2/ 2091 /HK/X1/2022

Yang bertanda tangan di bawah ini Wakil Ketua Pengadilan Negeri Parepare,
dengan ini menerangkan bahwa :

Nama . Hilda Atirman
Nim : 18.2500.056
Prog. Studi : Hukum Pidana Islam

Telah selesai melakukan Penelitian di Kantor Pengadilan Negeri Parepare,
dalam rangka penyusunan Skripsi dengan judul :

“Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Tindak Pidana Jaminan Fidusia”
(Studi Kasus Putusan No.51/Pid.Sus/2020/PN Pre)

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana
mestinya.

Parepare, 30 November 2022
WAKIL KETUA PENGADILAN NEGERI PAREPARE
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KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM

JI. Amal Bakti No. 8 Soreang 91131 Telp. (0421) 21307

VALIDASI INSTRUMEN PENELITIAN
PENULISAN SKRIPSI

NAMA MAHASISWA : HILDA ATIRMAN

NIM : 18.2500.056

FAKULTAS : SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM

PRODI : HUKUM PIDANA ISLAM

JUDUL . ANALISIS HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP

TINDAK PIDANA JAMINAN FIDUSIA (Studi Kasus
Putusan NO.51 /’Pid.SuS/ZOZQ/PN. Pre)

PEDOMAN WAWANCARA

Wawancara untuk pihak Pengadilan Negeri Parepare
1. Sejauh manakah anda selaku hakim mempertimbangkan pembuktian pada saat
proses peradilan tindak pidana fidusia?
2 Apakah anda selaku hakim mendahulukan keyakinan hakim atau hasil proses
pembuktian pada saat memutus perkara fidusia dalam kasus putusan
NO.51/Pid.Sus/2020/PN.Pre?
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3. Penafsiran apa yang hakim gunakan pada saat memberikan pertimbangan
hukum?

4 Bagaimana hakim menilai keterkaitan antara pasal yang didakwakan oleh
penuntut dengan pasal yang diputuskan oleh hakim?

5. Bagaimana hakim dapat menilai suatu terdakwa bersalah?

6. Apa yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara
tindak pidana fidusia?

7. Apakah penyelesaian kasus dengan putusan NO.51/Pid.Sus/2020/PN.Pre
sudah sesuai dengan peraturan yang ada?

8 Bagaimana pandangan hukum pidana Islam mengenai tindak pidana fidusia?

Setelah mencermati instrument dalam penelitian skripsi mahasiswa sesuai
judul di atas, maka instrument tersebut dipandang telah memenuhi kelayakan
digunakan dalam penelitian yang bersangkutan.
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Mengetahui:
Pembimbjng Utama Pemby Aping
\
(H. Islamul ,Le., MA) (Andy Maghna, p'H., CLA.)
NIP 19840312 201503 1 004 NIP 19890523 p01903 2 009
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Yang bertanda tangan di bawah ini:
Nama . M. £izq Murridio,$.H

Jenis kelamin - Laki- Laki
Pekerjaan Hakim PN Parepare

PAREPARE

OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE
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PUTUSAN

Nomor 51/Pid Sus/2020/PN Pre

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pare-Pare yang gadili p id dengan
acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama jatuhkan putusan sebag:
berikutdalam perkara Para Terdakwa:

/
Terdakwa I;
1. Nama lengkap Hanyati Binti H Luthfi;
2. Tempat lahir Parepare;
3. UmuriTanggal lahir 47 Tahun/8 Juli 1972;
4. Jol*blmin Perempuan;
5. Kebangsaan Indonesia;
6. Tempat tinggal BTN Timurama A.15 Nomor 13 A, Kglurahan
' Lompoe, Kecamatan Bacukiki, Kota Parepare;
7 Agama Islam; -
8. Pekerjaan Ibu rumah tangga;

Terdakwa |. Hariyati Binti H. Luthfi dalam Tahanan Rumah:

. Penyidik tidak dilakukan penahanan; .
2. Tahanan Rumah oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 24 Maret 2020
sampai dengan tanggal 12 April 2020;
3. Tahanan Rumah oleh Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 April 2020
sampai dengan tanggal 8 Mei 2020,
4. Hakim Pengadilan Negen Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan
Negeri sejak tanggal 9 Mei 2020 sampai dengan tanggal 7 Juli 2020;

Terdakwa II;
Nama lengkap
Tempat lahir

Jenis kelamin
Kebangsaan '
Tempat tinggal

U

4

Agama

Omoavre

Umur/Tanggat lahir

Basnid Hamid Allas Basrul Bin Hamid.

Parepare;

37 Tahun/12 Januari 1983;

Laki-laki;

Indonesia;

BTN Timurama A.15 Nomor 13 A, Kelurahan
Lompoe, Kecamatan Bacukiki, Kota Parepare;
Islam;

Halaman 1 dani 27 Putusan Nomor 51/Pid Sus/2020/PNPre  ~
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8. Pekerjaan . Swasta;

Terdakwa |l. Basrul Hamid Alias Basrul Bin Hamid dalam tahanan Rumah:

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan;

2. Tahanan Rumah oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 24 Maret 2020
sampai dengan tanggal 12 April 2020;

3. Tahanan Rumah oleh Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 April 2020
sampai dengan tanggal 8 Mei 2020;

4. Hakim Pengadilan Negern Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan
Negen sejak tanggal 9 Mei 2020 sampai dengan tanggal 7 Juli 2020,

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut:
Setelah membaca:

- Penetapan  Ketua Pengadilan Negeri  Pare-Pare  Nomor
51/Pid.Sus/2020/PN Pre tanggal 9 April 2020 tentang penunjukan Majelis
Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 51/Pid.Sus/2020/PN Pre tanggal 9 Ageil
2020 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta
memperhatikan bukti surat dan b g bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pemb tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1.  Menyatakan Terdakwa |. HARIYATI Binti H. LUTHFI dan Terdakwa i
BASRUL HAMID Alias BASRUL Bin HAMID , telah terbukti secara sah
dan meyakinkan b lah melakukan Tindak Pidana “‘yang melakukan,
yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan mengalihkan,
menggadaikan, atau menyewakan Benda yang menjadi objek Jaminan
Fidusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) yang dilakukan
tanpa persetujuan tertulis ferebih dahulu dari Penenma Fidusia™,
sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Kedua kami
Melanggar Pasal 36 Undang-Undang RI Nomor 42 Tahun 1999 Tentang
Jaminan FidusiaJo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana;

Halaman 2 dan 27 Putusan Nomor 51/Pid. Sus/2020/PN Pre
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2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. HARIYATI Binti H. LUTHFI
dan Terdakwa ll. BASRUL HAMID Alias BASRUL Bin HAMIDdengan
pid: penjara ing-masing 8 (Delapan) Bulan, dan denda
masing-masing sebesar Rp. 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah) subsider 3
(Tiga) Bulan dengan masa percobaan selama 1 (Satu) Tahun;

3. Menetapkanb g bukti berupa:

- 1 (satu) unit Mobil Toyota Yaris E A/T, Tahun pembuatan 2010,
Wama Putih, Stiker hitam pada bagian kap mesim, atap bagian atas
dan pintu belakang, Nomor Polisi yang terpasang pada bagian depan
DD 280 AK, Nomor Mesin 1NZ-Y184240, Nomor Rangka
MROS54HY91A4652154;

- Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor. W23.00239932 AH.50.01 Tahun
2018 Tanggal: 28-12-2018, Jam:04:51:47;

- Akia Jamina Fidusia Nomor120Tmm08 Desember 2018;

- SuratKuasa Pembebanan Jaminan Fidusia;

- SuratPersetujuan dan kuasa Penarikan Jaminan;

- Penanjian Pembiayaan;

- Foto Copy Dokumen Kendaraan Obyek Fidusia (BPKB, STNK),

- Kwitansi Penerimaan dana yang diterima Lel. BASRUL dari Saksi
FIRA;

- Surat Peringatan; L2

- Kartu Piutang Konsumen;

- Surat Pemyataan dan Jaminan:

- Surat Pemyataan Debitur,

Dikembalikan kepada PT. WOM FINANCE;

4. Menetapkan agar supaya Para Terdakwa dibebani membayar biaya

w

p g-masing seb Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya
menyatakan memohon hukuman yang seringan-fingannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para
Terdakwa yang pada pokoknya tetep pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan
PenuntutUmum yang pada pokoknya tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh
Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 3 dan 27 Putusan Nomor 51/Pid Sus/2020/PN Pre
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DAKWAAN:

© KESATU:

Bahwa terdakwa | HARIYAT! Binti H. LUTHFI Bersama-sama dengan
Terdakwa || BASRUL HAMID Alias BASRUL Bin HAMID, pada Tanggal 04
September 2018 atau setidak-idaknya pada waktu-waktu lain antara Tahun
2018, bertempat di Jalan Bau Massepe No256 Kel. Labukkang Kec. Ujung,
Kota Parepare atau sefidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk
dalam daerah hukum Pengadilan Negeri parepare, mereka yang melakukan,
yang menyuruh melakukan dan yang turut serat melakukan deng gaj
memalsukan, mengubah, menghilangkan atau dengan cara apapun

berikan keterangan secara yesatkan, yang jika diketahui oleh salah
satu pihak, tidak melahirkan perfanjian jaminan Fidusia, yang dilakukan oleh
para terdakwa dengan cara sebagai benkut:

-  Bahwa sebagaimana waktu dan tempat tersebut di atas berawal dari
terdakwa |l Basrul Hamid yang hendak membeli mobil di PT. Wom Finance
namun terdakwa |l Basrul Hamid terkendala dengan adminitrasi atau
dokumen untuk pembiayaaan sehingga terdakwa Il menyarankan kepada
terdakwa | Hariyanti Binti Luthfi untuk mengajukan permohonan kredit
pembelian 1 (satu) unit mobil merk Toyota Yaris Wama Putih kepada PT.
Wom Fi dengan yerahkan data berupa identitas lengkap dan
melengkapi persyaratan yang ditentukan. Setelgh seluruh persyaratan
dipenuhi oleh terdakwa | Hariyanti Binti Luthfi pihak PT, Wom Finance pun
melakukan survey, selanjutnya menyatakan bahwa terdakwa | Hariyanti
Binti Luthfi layak untuk membeli sebuah mobil secara kredit sebagaimana
permohonan yang diajukannya. Setelah itu, dibuatiah peranjian
pembiayaan Dengan Nomor. 808400015524 yang harus dipatuhi oleh
terdakwa | Hariyanti Bint Luthfi yang mana isi peranjannya memuat
kewaijiban pembayaran pihak kedua dengan total kewajiban Rp.135.415.00
(seratus tiga puluh lima juta empat ratus lima belas ribu rupiah ) dan setiap
b ya k | Haryant Binti Luthfi harus membayar angsuran
sebesar Rp. 3.869.000,- (tiga juta delapan ratus enam puluh Sembilan ribu
rupiah) selama 35 (tiga puluh lima) kali / bulan, terhitung sejak tanggal 04
September 2018,

- Bahwa terdakwa sudah membayar angsuran sebanyak 7 (tujuh) kali,
namun angsuran yang ke-8 (delapan) dan seterusnya sampai sekarang
terdakwa | Haryanti Binti Luthfi tidak membayar angsuran sedangkan
kendaraan yang menjadi objek jaminan fidusia dan merupakan milik

Halaman 4 dan 27 Putusan Nomor 51/Pid Sus/2020/PN Pre
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PTWow Finance berdasarkan sertifikat Jaminan Fidusia Nomor:
W23.00239932 AH.05.01 Tahun 2018 tanggal 28 Desember 2018,
berupa 1 (satu) unit mobil merk Toyota Yaris Wama Putih, sebagaimana
yang ftercantum dalam Akta jaminan Fidusia No.120- Tanggal 06

Desember 2018 tidak ada dalam penguasaan terdakwa | Hariyanti Binti

Luthfi dan hal tersebut baru diketahui oleh pihak PT.Wom Finance saat

melakukan penagihan. Dan ketika perihal tersebut ditanyakan kepada

terdakwa | Hariyanti Binti Luthfi, terdakwa | Hariyanti Binti Luthfi pun
menjawab bahwa pada saat mengajukan permohonan kredit mobil pada

PT.Wom Finance, mobil tersebut bukan untuk terdakwa | Hariyanti Binti

Luthfi pergunakan melainkan untuk Terdakwa Il Basrul Hamid dan Dalam

hal ini, terdakwa | Hariyanti Binti Luthfi hanya selaku atas nama yang

memasukkan identitas pada saat pembelian mobil secara kredit pada
pihak PT.Wom Finance. Dan atas sepengetahuan terdakwa | Haryanti

Binti Luthfi, terdakwa Il Basrul Hamid mengalihkan Objek Jaminan Fidusia

berupa 1 (satu) unit mobil merk Toyota Yaris Wama Putih kepada Saksi

Fira dengan harga Rp. 15.000.000 (ima belas juta rupiah) tanpa

sepengetahuan PT. Wom Finance;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, pihak PT.Wom Finanace
menderita kerugian sebesar Rp.112.201.000 (seratus dua belas juta dua
ratus seribu rupiah); .

Perbuatan Para terdak b gail diatur dan diancam
pidana daiam Pasal 35 Undang-undang Ri Nomor 42 Tahun 1999 tentang
Jaminan Fidusia Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana;

ATAU

KEDUA:

Bahwa lerdakwa | HARIYAT! Binti H. LUTHFI Bersama-sama dengan
Terdakwa || BASRUL HAMID Alias BASRUL Bin HAMID, pada Tanggal 04
September 2018 atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu lain antara Tahun
2018, bertempat di Jalan Bau Massepe N0.256 Kel. Labukkang Kec. Ujung,
Kota Parepare atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk
dalam daerah hukum Pengadilan Negeri parepare, mereka yang melakukan,
yang menyuruh melakukan dan yang turut serat melakukan mengalihkan,
menggadaikan, atau menyewakan Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) yang dilakukan tanpa
persetujuan tertulis terebih dahulu darn Penerima Fidusia, yang dilakukan oleh

para gan cara sebagai berikut:

Halaman 5 dan 27 Putusan Nomor 51/Pid. Sus/2020/PN Pre
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- Bahwa sebagaimana wakiu dan tempat tersebut di atas berawal dari
' terdakwa Il Basrul Hamid yang hendak membeli mobil di PT. Wom Finance
namun terdakwa Il Basrul Hamid terkendala dengan adminitrasi atau
dokumen untuk pembiay sehingga terd
terdakwa | Hariyanti Binti Luthfi untuk mengajukan permohonan kredit
pembelian 1 (satu) unit mobil merk Toyota Yaris Wama Putih kepada PT.
Wom Finance dengan menyerahkan 9&& berupa identitas lengkap dan
melengkapi persyaratan yang ditentdkan. Setelah seluruh persyaratan
dipenuhi oleh terdakwa ! Hariyanti Binti Luthfi pihak PT. Wom Finance pun
melakukan survey, selanjutnya yatakan bahwa terdak | Hariyanti
Binti Luthfi layak untuk membeli sebuah mobil kredit sebagai a
permohonan yang diajukannya. Setelah itu, dibuatlah peranjian
pembiayaan Dengan Nomor: 808400015524 yang harus dipatuhi oleh
terdakwa | Hariyanti Binti Luthfi yang mana isi perjanjannya memuat
kewajiban pembayaran pihak kedua dengan total kewajiban Rp.135.415.00
(seratus tiga puluh lima juta empat ratus lima belas ribu rupiah) dan setiap
bulannya terdakwa | Hariyanti Binti Luthfi harus membayar angsuran
sebesar Rp. 3.869.000 - (tiga juta delapan ratus enam puluh Sembilan ribu
rupiah) selama 35 (tiga puluh lima) kali / bulan , terhitung sejak tanggal 04

" f =

il meny P

September 2018;

-  Bahwa terdakwa sudah membayar angsuran sébanyak 7 (tujuh) kali,
namun angsuran yang ke-8 (delapan) dan set ya sampai sek 9
terdakwa | Hariyanti Binti Luthfi tidak y dangk

kendaraan yang menjadi objek jaminan fidusia dan merupakan milik
PTWow Finance berdasarkan sertifikat Jaminan Fidusia Nomor:
W23.00239932.AH.05.01 Tahun 2018 tanggal 28 Desember 2018,
berupa 1 (satu) unit mobil merk Toyota Yaris Wama Putih, sebagaimana
yang ftercantum dalam Akta jaminan Fidusia No.120- Tanggal 06
Desember 2018 tidak ada dalam penguasaan | Hariyanti Binti
Luthfi dan hal tersebut baru diketahui oleh pihak PT.Wom Finance saat
melakukan penagihan. Dan ketika perihal tersebut ditanyakan kepada
terdakwa | Hariyanti Binti Luthfi, terdakwa | Hariyanti Binti Luthfi pun
menjawab bahwa pada saat mengajukan permohonan kredit mobil pada
PT.Wom Finance, mobil tersebut bukan untuk terdakwa | Hariyanti Binti
Luthfi pergunakan i untuk Terdakwa Il Basrul Hamid dan Dalam
hal ini, terdakwa | Haryanti Binti Luthfi hanya selaku atas nama yang
memasukkan identitas pada saat pembelian mobil secara kredit pada

Halaman 6 dani 27 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2020/PN Pre
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pihak PT.Wom Finance. Dan atas sepengetahuan terdakwa | Hariyanti

Binti Luthfi, terdakwa Il Basrul Hamid mengalihkan Objek Jaminan Fidusia

berupa 1 (satu) unit mobil merk Toyota Yaris Wama Putih kepada Saksi

Fira dengan harga Rp. 15000000 (lima belas juta rupiah) tanpa

sepengetahuan PT. Wom Finance;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, pihak PT.Wom Finanace

menderita kerugian sebesar Rp.1122e1.000 (seratus dua belas juta dua

ratus seribu rupiah); /

Perbuatan Para terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam
pidana dalam Pasal 36 Undang-undang Rl N 42 Tahun 1999 tentang
Jaminan Fidusia Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana;

ATAU

KETIGA:

Bahwa terdakwa | HARIYAT! Binti H. LUTHF| Bersama-sama dengan
Terdakwa Il BASRUL HAMID Alias BASRUL Bin HAMID, pada Tanggal 04
September 2018 atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu lain antara Tahun
2018, bertempat di Jalan Bau Massepe No.256 Kel. Labukkang Kec Ujung,
Kota Parepare atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk
dalam daerah hukum Pengadilan Negeri parepare, ka yang meiakuk
yang menyuruh melakukan dan yang turut serat melakukan, memiliki barang
sesualu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepufly orang lain, tetapi
yang ada dalam kek ya bukan k kejahatan, yang dilakukan oleh
Para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa sebagaimana wakitu dan tempat tersebut di atas berawal dan
terdakwa Il Basrul Hamid yang hendak membeli mobil di PT. Wom Finance
namun terdakwa Il Basrul Hamid terkendala dengan adminitrasi atau
dok untuk pembiay sehingga lerdakwa Il menyarankan kepada
terdakwa | Hariyanti Binfi Luthfi untuk mengajukan permohonan kredit
pembelian 1 (satu) unit mobil merk Toyota Yaris Wama Putih kepada PT.
Wom Finance dengan menyerahkan data berupa identitas lengkap dan
melengkapi persyaratan yang ditentukan. Setelah seluruh persyaratan
dipenuhi oleh terdakwa | Harlyanti Binti Luthfi pihak PT. Wom Finance pun

lakukan survey, selanjutnya menyatakan bahwa terdakwa | Hanyanti
Binti Luthfi layak untuk membeli sebuah mobil secara kredit sebagaimana
P honan yang diajukannya. Setelah itu, dib perjanjian

pembiayaan Dengan Nomor: 808400015524 yang harus dipatuhi oleh
terdakwa | Hanyant Binti Luthfi yang mana isi peranjannya memuat
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kewajiban pembayaran pihak kedua dengan total kewajban Rp.135.415.00
(seratus tiga puluh lima juta empat ratus lima belas ribu rupiah ) dan setiap
bulannya terdak | Harlyanti Binti Luthfi harus membayar angsuran
sebesar Rp. 3.869.000,- (tiga juta delapan ratus enam puluh Sembilan ribu
rupiah) selama 35 (tiga puluh lima) kali / bulan, terhitung sejak tanggal 04
September 2018,

- Bahwa terdakwa sudah membayar angsuran sebanyak 7 (tujuh) kali,
namun angsuran yang ke-8 (delapan) dan seterusnya sampai sekarang
terdakwa | Hariyanti Bint Luthfi tidak membayar angsuran sedangkan
kendaraan yang menjadi objek jaminan fidusia dan merupakan milik
PTWow Finance berdasarkan sertifikat Jaminan Fidusia Nomor:
W23.00239932.AH.05.01 Tahun 2018 tanggal 28 Desember 2018,
berupa 1 (satu) unit mobil merk Toyota Yans Wama Putih, sebagaimana
yang fercantum dalam Akta jaminan Fidusia No.120- Tanggal 06
Desember 2018 tidak ada dalam penguasaan terdakwa | Hariyanti Binti
Luthfi dan hal tersebut baru diketahui oleh pihak PT.Wom Finance saat
melakukan penagihan. Dan ketika perihal tersebut ditanyakan kepada
terdakwa | Haryanti Binti Luthfi, terdakwa | Hariyanti Bint Luthfi pun
menjawab bahwa pada saat mengajukan permohonan kredit mobil pada
PT.Wom Finance, mobil tersebut bukan untuk terdakwa | Hariyanti Binti
Luthfi pergunakan melainkan untuk Terdakwa Il Bgsrul Hamid dan Dalam
hal ini, terdakwa | Hariyanti Bint Luthfi hanya selaku atas nama yang
memasukkan identitas pada saat pembelian mobil secara kredit pada
pihak PT.Wom Finance. Dan atas sepengetahuan terdakwa | Hariyanfi
Bint Luthfi, terdakwa Il Basrul Hamid mengalihkan Objek Jaminan Fidu sia
berupa 1 (satu) unit mobil merk Toyota Yaris Wama Putih kepada Saksi
Fira dengan harga Rp. 15000000 (ima belas jula mupiah) tanpa
sepengetahuan PT. Wom Finance,

. Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, pihak PT.Wom Finanace
menderita kerugian sebesar Rp.112.201.000 (seratus dua belas juta dua
ratus seribu rupiah);

Perbuatan terdakwa fersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana
dalam Pasal 372 KUHP. Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa
menyatakan telah mengerti akan Dakwaan Penuntut Umum tersebut dan tidak
akan mengajukan keberatan;
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Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum
telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Hasbullah, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai
berikut:

Bahwa saksi pemah dimintai keterangan dipenyidik Polisi;

- Bahwa keterangan yang saksi bodka_n dipenyidik Polisi sudah benar
semua; §

-  Bahwa saksi dimintai keterangan dengan adanya 1 (satu) Unit Mobil
Toyota Yaris dengan jaminan BPKB Mobil tersebut yang dijaminkan oleh
Para Terdakwa di PT. Wom Finance Cabang Parepare;

-  Bahwa Para Terdakwa diajukan dipersidangan karena adanya kendaraan

yang dijadikan jaminan Fidusia pada PT. Wom Fii Cabang Parep:
yang telah dipindah tangankan tanpa sepengetahuan pemberi fidusia PT.
Wom Finance;

- Bahwa saksi sebagai Karyawan di PT. Wom Finance Cabang Parepare
dan bertugas sebagai Head Remedial (Kepala Penarikan) dan diberi kuasa
oleh perusahaan untuk melakukan pelaporan pada pihak berwaijib;

- Bahwa Kalau Terdakwa Il Basrul Hamid pemah bekerja sebagai karyawan
di PT. Wom Finance Cabang Parepare

- Bahwayang menjaminkan mobil tersebut adalah Terdakwa Hariyati;

- Bahwa Nilai yang dimohonkan Terdakwa | Haryati pada waktu itu sebesar
Rp. 135.000.000.- (seratus tiga puluh lima juta rupiah);

- Bahwa Terdakwa | seharusnya membayar setiap bulan sebesar Rp.
3.800.000- (tiga juta delapan ratus ribu rupiah) sefiap bulannya dan

mengangsur selama 35 bulan;

-  Bahwa Pada waklu Terdakwa | mengajukan permohonan pinjaman ke PT.
Wom Finance Cabang Parepare tanggal 4 Sep 2018 di jalan Bau
Massepe No. 256 Kelurahan Labukkang, Kecamatan Ujung Kota
Parepare,

Bahwa Yang bertanda tangan di p an kredit pinja tersebut
iyalah Terdakwa | Hariyati

- Bahwa yang saksi ketahui uang tersebut g untuk Terdak i
Hariyati;

- Bahwa sebelum kredit pinjaman tersebut dicairkan oleh PT. Wom Finance
yang mensurvey Terdakwa | Hariyati, iyaiah Terdakwa Il Basrun sendin;
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- Bahwa selama Terdakwa | menerima pinjaman kredit tersebut, Terdakwa |
) hanya melakukan pembayaran sel 11 (sebelas) bulan dan tenggang

waktu 35 bulan yang diperjanjikan;

- Bahwa untuk angsuran ke 12 (kedua belas) sampai angsuran ke 35 (tiga
puluh lima) sampai sekarang belum terbayarkan;

- Bahwa selama Terdakwa | Hariyati menunggak, saksi pernah memberikan
teguran dan memberikan surat uon?si sampai 3 (tiga) kali kepada

Terdakwa Hariyati; /

= Bahwa pada waktu kami menyerahkan surat somasi kepada Terdakwa |
Hariyati mobil tersebut sudah dipindah tangankan Terdak | kepad
keluarganya;

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa | Hariyati uang tersebut diambil
Terdakwa Il Basrul;

- Bahwa Pihak Wom Finance tidak mengetahui hal tersebut;

- Bahwa saksi idak mengetahui apakah yang menjadi persetujuan sewaktu
Terdakwa | Hariyati mengajukan permohonan kepada PT. Wong Finance
karena saksi hanya bagian mobil yang bermasalah;

- Bahwa dengan kejadian tersebut PT. Wong Finance Cabang Parepare
mengalami kerugian sebesar Rp. 112.000.000,- (seratus dua belas juta

fupiah);
-  Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa ‘emberikan pendapat
benarkan keterangan saksi terseb

2. Saksi Rahmat Bin Made, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan
sebagai berikut:

- Bahwa yang saksi ketahui adanya Terdakwa | Hariyati selaku pemben
Fidusia mencairkan dana dari PT. Wong Finance dengan jaminan BPKB
mobil Toyota Yaris memindah tangankan jaminan fidusia kepada orang
lain, tanpa sepengetahuan dari pihak Wong Fil Cabangan Parepare;

- Bahwa saksi bekefa di PT. Wong Finance Cabang Parepare dengan
jabatan kordinator kolek P ik atau bagai kepala bagian
penagihan dan masih bekerja sampai sekarang;

- Bahwa yang saksi ketahui Terdakwa | Hariyati mengajukan permohonan
pinjaman kredit ke PT. Wong Finance Cabang Parepare pada tanggal 4
September 2018, dan mulai menunggak angsurannya pada tanggal 4 April
2019 dan baru 8 (sembilan) kali angsuran yang dibayar,
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L

Bahwa saksi pemah mberik surat i sebanyak 3 (tiga) kali
kepada Terdakwa | Hariyati;

Bahwa dapat saksi jelaskan mobil yang dijadikan jaminan iyalah merek
Toyota Yans wama Putih dengan tahun pembuatan 2110 dengan Nomor
Polisi DW 449 BC:

Bahwa saksi yang mendatangi rumah Terdakwa | Hariyati dan
menanyakan keberadaan mobil tersebut, dan Terdakwa | menyampaikan
kalau jaminan mobil tersebut sudah dipindah tangankan kepada
keluarganyayang b Mandalawati;

Bahwa yang saksi ketahui PT. Wong Finance mengalami kerugian
sebanyak Rp. 112.000.000,- (seratus dua belas juta rupiah);

Bahwa saksi tidak mengetahui dimana keberadaan mobil tersebut;
Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat
membenarkan keterangan saksi tersebut;

Saksi Elvia Sale Alias Vira, dibawah sumpah / janji* pada pokoknya
menerangkan sebagai berikut:

Bahwa saksi b Hj. Mandal, telah mbeli 1 (satu) unit mobil
dan perempuan anak dari Terdakwa | Hariyati Toyota Yaris wama putih
dengan nomor Polisi DW 449 BC, yang masuk dalam obyek jaminan
Fidusia di PT. Wom Finance Cabang Parepare; N

Bahwa saksi mengambil mobil tersebut dari Terdakwa |l Basrul Hamid;
Bahwa saksi mengambil mobil tersebut dengan cara gembalikan
Down Payment (DP) Terdakwa Il

Bahwa Pertama saksi menyerahkan uang sebanyak Rp. 3.000.000 - (figa
juta rupiah) kemudian saksi mentranfer ke rekening Rp. 19.000.000,-
(sembilan belas juta rupiah);

Bahwa bukan Terdakwa Il Basrul Hamid yang menjadi penjamin Fidusia di
PT. Wom Finance Cabang Parepare;

Bahwa pada waktu saksi mengambil mobil tersebut tidak ada pihak dan
PT. Wom Finance Cabang Parepare;

Bahwa Mobil tersebut saksi beli darl Terdakwa |l Basrul Hamid;

Bahwa pada wakiu Terdakwa Il Basrul Hamid menyerahkan mobil kepad,
saksi dijelaskan bahwa mobiltersebut masih dalam cicilan;

B saksi bay gs ke orang yang bemama Adi dari pihak
Wom Finance;
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- Bahwa saksi P yampaikan kepada pihak yang menenma uang
angsuran mobil tersebut, bahwa saksi sudah beli mobil tersebut dan saksi
yang akan membayar angsuran sefiap bulannya,

- Bahwa pada waktu Hj. Ema mengambil mobil dan saksi, saksi ada
menjelaskan kepada Hj Ema bahwa mobil tersebut harus dibayar

angsurannya;

- Bahwa saksi menyerahkan kepada Terdakwa Il Basrun uang sebesar Rp.
19.000.000,- (sembilan belas juta rupiah) pada waktu membeli mobil
tersebut;

Bahwa saksi menggunakan mobil tersebut sudah 1 (satu) bulan lamanya,
kemudian saksi serahkan kepada kakak saksi Hj. Ema;

- Bahwa saksi tidak mengetahui kenapa kakak saksi yaitu Hj. Ema tidak
membayar angsurannya,

- Bahwayang saksi ketahui mobil tersebut sekarang ini diambil oleh Polisi;

-  Bahwa sepengetahuan saksi mobil tersebut diambil Polisi dalam perkara
Terdakwa yang sekarang ini di sidang;

-  Bahwa saksi tidak mengetahui apaksh mobil tersebut diambil Polisi dalam
perkara Narkotika atau dalam perkara ini;

- Bahwa pada waktu saksi menyerahkan uang kepada Terdakwa, saksi ada
bukti kwitansi yang ditanda tangani oleh Terdakwa Basrul Hamid,

- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa wmemberikan pendapat
membenarkan keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bah Para Terdakwa di persidangan telah memberikan
keterangan yang pada pokoknya sebagai benkut:

Terdakwa 1: Hariyati Binti H Luthfi;

-  Bahwa Terdakwa | gerti kenapa Terdakwa | dan Terdakwa Ii Basnul
Hamid Alias Basrul Bin Hamid diperiksa dipersidangan ini sehubungan
dengan adanya perbuatan Para Terdakwa, selaku nasabah dan telah
mencairkan / meminjam uang di PT. WOM FINANCE, dengan jaminan
BPKB Mobil dan obyek 1 (satu) unit mobil Toyota Yaris, kemudian mobil
tersebut telah dipindah tangankan kepada orang lain, tanpa
sepengetahuan tertulis dari pihak PT. Wom Finance,

Bahwa pengajuan kredittersebut untuk mencairkan dana denganjaminan
BPKB dan | (satu) unit Mobil Toyota Yaris Wama Putih, pada tanggal 4
September 2018, dan iefah beralan selama 6 buian angsuran, dan
b tah/m ggak pembay pada tanggal 04 April 2019, dan
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telah menunggak sebanyak 9 kali angsuran sampai dengan saat ini, serta
mobil tersebut telah dipindah tangankan oleh anak mantu Terdakwa | yaitu
Terdakwa Il BASRUL;

- Bahwa Terdakwa | yang mencairkan dana pada PT. Wom Finance
Parepare di Jalan Bau Massepe pada tanggal 4 September 2018, dengan
Jaminan BPKB dan 1 (satu) Unit Mobil toyota yaris tahun pembuatan 2010,
wama putih dengan Nomor Polisi DW 449 BC;

= Bahwa adapun jenis mobil yang masuk dalam objek Fidusia tersebut
adalah Merek TOYOTA YARIS, wama Putih, pembuatan tahun 2010,
dengan Nomor Polisi DW 449 BC, serta NORAK MRO54HY91A4652154,
dan NOSIN 1NZY 184240;

- Bahwa dana yang Terdakwa | caikan pada saat itu adalah sebesar Rp.
135.415.000 (Seratus tiga puluh lima juta empat ratus lima belas ribu
rupiah) dengan lama angsuran sebanyak 35 bulan, dengan angsuran
setiap bulannya Rp.3.869.000- (tiga juta delapan ratus enam puluh
sembilan ribu rupiah);

- Bahwa benar Terdakwa | dan Terdakwa Il Basrul telah menunggak dan tak
pemah membayar lagl angsuran mobil tersebut pada PT Wom Finance,
sejak bulan April 2019, karena mobil tersebut telah dipindah tangankan
kepada Saksi FIRA/HJ. MANDALAWATI

- Bahwa mobil yang masuk obyek Fidusia tersebuttelah dipindah tangankan
oleh anak Terdakwa | yaitu PUTRI EMAYANTI, bersama suaminya yaitu
Terdakwa Il BASRUL, kepada Per. Hj. MANDALAWATVSaksi FIRA, pada
bulan Februarn 2019;

= Bahwamobil yang masuk obyek Fidusia, telah dipindah tangankan sesuai
keterangan dari anaknya Per. PUTRI EMAYANTI, kepada Hj.
MANDALAWATIFIRA, belal BTN. Ti dekal masjid Kel,
Lompoe Kec. Bacukiki Kota Parepare;

- Bahwa Terdakwa | telah menandatangani perjanjian fidusia bemomor
808400015524, tanggal 04 September 2018, dan akta Fidusia Nomor 120,
tanggal 6 Desember 2018, tanpa paksaan dan tekanan dari pihak
manapun;

- Bahwa isi penjanjian fidusia yakni tidak akan memindah tangankan
kendaraan bermotor objek jaminan dengan bentuk apapun kepihak

manapun dan tidak akan kend b t but keluar
dani daerah kota pembelian tanpa persetujuan teruiis dari pihak PT.WOM,
serta Penerima kredit dilarang menggadaikan, jual atau jamink
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atau indah tangankan barang kepada pihak ketiga dengan cara
bagaimanapun;

Bhhwa benar pada pengajuan kredit tersebut Terdakwa hanya atas nama
saja, Terdakwa | inggal tanda tangan saja, yang mengurus semua adalah
anak mantu Terdakwa | yaitu Terdakwa Il BASRUL HAMID, Terdakwa |

hanya menyiapkan dok yang dibutuhkan, k; mobil tersebut anak
mantu Terdakwa |yang akan pakai dan membayar cicilannya Terdakwa |
hanya atas nama saja; &

Bahwa pengajuan kredit tersebut diatas namakan kepada Terdakwa
karena yang memiliki dokumen ijin usaha, rumah peribadi adalah
Terdakwa, karena kalau anak mantu Terdakwa | pada saat itu belum
punya ijin usaha dan dokumen lainnya;

Bahwa pihak perusahaan pembiay PT. Wom Fi tidak mengetahui
kalau Terdakwa hanya atas nama saja, karena kalau di ketahui past
pencairan tidak dapat dilakukan.

Bahwa obyek Fidusia tersebut dipindah tangankan sekitar bulan Januari
2019, kepada HJ. MANDALAWAT! / FIRA, masalah harga Terdakwa |
fidak tau pasti, yang mengetahui hal tersebut adalah anak mantu
Terdakwa | Terdakwa Il BASRUL HAMID.

Bahwa awainya mobil tersebut dipinjam oleh Saksi FIRA, kemudian
dengan alasan mobil tersebut sangat disukai, sehingga Saksi FIRA, telah
mengganti empat ban nya di Toyota, Pada saat ilu anak Terdakwa |
disodorkan nota untuk membayar biaya penggantian ban, karena pada
saat itu belum memiiki dana, sehingga anak mantu Terdakwa |
menyerahkan mobil tersebut untuk dilanjutkan cicilanya kepada Per. HJ.
MANDALAWATIFIRA dan teradi kesepakatan antara anak Terdakwa |
dengan Saksi FIRA, terkail nilai pengembalian dana, wai terjadi
teransaksi antara keduanya Terdakwa | tidak tau pasti berapa besamya;
Bahwa ftidak ada pemberitahuan secara tertulis, kami hanya
menyampaikan secara lisan kepada pihak Won pada saat bagian kolekior
datang menagih;

Bahwa mobil tersebut dipindah tangankan sekitar bulan Januan 2019,
kepada HJ. MANDALAWATI, dan FIRA, masalah harga Terdakwa | tidak
tau persis;

Bahwa awalnya mobil tersebut dipinjam oleh Saksi FIRA, kemudian
dengan alasan teiah mengganti empal bannya di Toyota, serta mobil
tersebut sangat disukai sehingga bemiat untuk melanjutkan cicilannya, dan
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terjadi kesepakatan antara anak Terdakwa | dengan Saksi FIRA, terkait
nilai peng: ian dana, pai terjadi teransaksi antara keduanya,

Terdakwa 2: Basrul Hamid Alias Basrul Bin Hamid;

Bahwa Terdak | dan Te Il diperiska sehubungan dengan kasus
dugaan tindak Pidana Jaminan fidusia dan atau Penyertaan dalam tindak
Pidana, dan atau penggelapan, sebagaimana dimaksud dalam rumusan
Pasal 36 UU RI No 42 tahun 1mmﬁ\wmnaﬂ Fidusia, dan Pasal 55,
Pasal 56 KUHPidana, yang dilaporkan oleh HASBULLAH (PT. WOM
FINANCE)

- Bahwa Terdakwa |l kenal dengan Terdakwa I. HARIYAT! dan memiliki
hubungan keluarga dengannya dimana Terdakwa |. HARIYAT! adalah
Mertua Terdakwa Ii;

- Bahwa Pencairan kredit Terdakwa | HARIYAT), kalau tidak salah pada
tanggal 4 September 2018, dan bermasalah menunggak pada April 2018,
yang menjadi obyek Fidusia adalah 1 (satu) unit Mobil Toyota Yaris, wama
Putih, pembuatan tahun 2010, dengan Nomor Polisi DW 449 BC, serta
NORAK MRO54HY91A46852154, dan NOSIN 1NZY 184240;

- Bahwa cini-cii mobil yang masuk dalam obyek Fidusia yang dijaminkan
oleh HARIYATI, adalah Toyota Yaris pembuatan tahun 2010 watna putih,
dengan Nomor Polisi DW 449 BC, NORAK MROB4HY91A4652154, dan
NOSIN 1NZY 184240,

- Bahwa dalam pencairan dana yang dimaksud, benar mertua Terdakwa
hanya atas nama saja, yang menguasai dan memakai mobil tersebut
adalah Terdakwa namun pembayarannya kadang Terdakwa Il dibantu
dalam artian kami bayar bersama;

-  Bahwa benar pengajuan kredit lersebut mertua Terdakwa |l Terdakwa |

HARIYATI, hanya atas nama saja, yang mengurus berkas-berkas
pengajuan kredit adalah Terdakwa Il sendiri mertua Terdakwa |l
Terdakwa | HARIYATI, hanya tanda tangan saja, demikian juga dengan
masalah Pembayaran angsuran yang membayar adalah Terdakwa |l
bersama mertua Terdakwa |l yaitu Terdakwa | HARIYAT!;
Bahwa pengajuan kredit pencairan dana diatas namakan kepada
Terdakwa | HARIYATI, dikarenakan yang memiliki dokumen ijin usaha,
dan dokumen lainnya adalah Terdakwa | HARIYATI, sedangkan Terdakwa
il idak memiliki dokumen yang dimaksud;
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Bahwa pihak perusahaan pembiayaan PT.Wom Finance tidak mengetah ui
hal tersebut, karena kalau di ketahui pasti pencairan tidak dapat dilakukan ;
Bahwa pencairan dana dengan obyek Fidusia 1 (satu) unit mobil Toyota
Yaris Wama Putih nomor Polisi DW 449 BC, sebanyak Rp. 135.415.000 -
(seratus tiga pulu lima juta empat ratus lima belas ribu rupiah), dengan
angsuran Perbulannya Rp. 3.869.000,-(tiga juta delapan ratus enam puluh
Sembilan ribu rupiah), dengan lama pembiayaan yakni 35 bulan, Terdakwa
Il sudah membayar angsuran abmy‘ 4 (empat) kali, sebelum Terdakwa
Il pindahkan ke pada Saksi FIRA;

- Bahwa mobil tersebut Terdakwa Il pindahkan pada bulan Januan 2018,
setelah berjalan empat bulan angsuran Terdakwa |l pindahkan kepada
Saksi FIRA, setelah sebalumnya Saksi FIRA, meminjam mobil tersebut
dan mengganti ban, serta alat-alatnya,

- Bahwa awalnya harga yang disepakati dengan FIRA adalah Rp.
20.000.000.-(dua puluh uta rupiah), namun yang dibayarkan hanya
sebanyak Rp. 15.000.000 -(lima belas juta rupiah);

- Bahwa proses pembayaran secara tunai sebanyak 4 (empat kali) dengan
Jumiah keseluruhan sebanyak Rp. 15.000.000,-(lima belas juta rupiah);

- Bahwa Copy Kwitansi penerimaan dana dari Saksi FIRA yang
ditandatangani sebanyak Rp. 19.000.000,-(Sembilan belas juta rupiah);

- Bahwa benar tanda tangan diatas materai tersebat adalah tanda tangan

Terdak I, juga dengan dananya telah Terdakwa |l terima
namun secara bertahap sebanyak 4 kali dengan jumiah Rp. 15.000.000,~
(lima belas juta rupiah);

+  Bahwa dana yang Terdakwa |l terima secara bertahap sebanyak 4 kali
dengan jumlah Rp. 15.000.000,-(lima belas juta rupiah) sedangkan pada
saal p da tang: 1 Kwitansi tertulis Rp. 19.000.000,(Sembiian belas
juta rupiah) hal tersebut dikarenakan Saksi FIRA, meminta kepada
Terdakwa Il dengan alasan untuk diperiihatkan kepada orang tuanya (Per.
HJ. MANDALAWATI);

- Bahwa mobil tersebut dipindahkan kepada Saksi FIRA, pada angsuran ke
5, dan bermasalah pada angsuran ke 7 (Tujuh)

- Bahwa Terdakwa |l mengetahui apabila obyek Jaminan tidak boleh
dipindahkan, pada saat itu mobil Terdakwa Il pindahkan karena terdesak
untuk membayar harga komp mobil yang telah diganti oleh Saksi
FIRA, sehingga mobil tersebut sekalian Terdakwa li oper keredit pada saat
itu;
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Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai
berikut:

1. 1 (satu) unit mobil Toyota Yaris E A/T, tahun pembuatan 2010 wama putih
stiker hitam pada bagian kap mesin, atap bagian atas dan pintu belakang,
Nomor Polisi yang terpasang pada bagian depan DD 280 AK, Nomor
Mesin 1NZ-Y 184240, Nomor Rangka MRO54HY91A4652154;

2. Seriifikat Jaminan Fidusia Nomor : W23.00239932 AH 50.01 Tahun 2018
tanggal : 28-12-2018, Jam:04:51:47;

3. Akta Jaminan Fidusia Nomor 120 tanggal 06 Desember 2018;

4. SuratKuasa Pembebanan Jaminan Fidusia;

5. Surat Persetujuan dan Kuasa Penarikan Jaminan;

6. Peranjian Pembiayaan;

7.  Foto Copy Dokumen Kendaraan Obyek Fidusia (BPKB, STNK);

8.  Kwitansi penerimaan danayang diterima Lel. BASRUL dan Per. FIRA;

9. SuratPeringatan;

10. Kartu Piutang Konsumen;

11. Surat Pemyataan dan Jaminan,

12. Surat Pemyataan Debitur;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukfi yang diajukan
diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berkut:

- Bahwa Para Terdakwa diajukan dipersidangan karena adanya kendaraan
1 (satu) Unit Mobil Toyota Yaris yang dijadikan jaminan Fidusia pada PT.
Wom Finance Cabang Parepare yang telah dipindah tangankan tanpa
sepengetahuan pemberi fidusia PT. Wom Finance,

-  Bahwa awainya terdakwa || Basru/ Hamid Alias Basrul Bin Hamid hendak
membeli mobil di PT. Wom Finance akan tetapi terdakwa Il Basrul Hamid
terkendala dengan adminitrasi atau dok untuk pembiay
sehingga terdakwa |l Basrul Hamid meminta kepada terdakwa | Hariyanti
Binti Luthfi untuk mengajukan permohonan kredit pembelian 1 (satu) unit
mobil merk Toyota Yaris Wama Putih kepada PT. Wom Finance dengan
menyerahkan data berupa idenfitas iengkap dan melengkapi persyaratan
yang ditentukan, kemudian setelah seluruh persyaratan dipenuhi oleh
terdakwa | Hariyanti pihak PT. Wom Finance pun melakukan survey dan
menyatakan bahwa terdakwa | Hariyanti Binti Luthfi layak untuk membeli
sebuah mobil secara kredit gai p h yang diajukannya;
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- Bahwa kemudian Terdakwa | mengajukan permohonan pinjaman ke PT.
Wom Finance Cabang Parepare tanggal 4 September 2018 di jalan Bau
Massepe No. 256 Kelurahan Labukkang, Kecamatan Ujung Kota Parepare
lalu dibuatiah perjanjian penj\biaygan Dengan Nomor: 808400015524 yang
harus dipatuhi oleh terdakwa | Hariyanti Binti Luthfi yang mana isi
peranjannya memuat kewajiban pembayaran pihak kedua dengan total
kewajiban Rp.135.415.00 (seratus tiga puluh lima juta empat ratus lima
belas nbu' rupiah) dan setiap bulmn(l terdakwa | Hariyanti Binti Luthfi
harus membayar angsuran sebesar Rp. 3.869.000 - (tiga juta delapan
ratus enam puluh Sembilan ribu rupiah) selama 35 (tiga puluh lima) kali /
bulan, terhitung sejak tanggal 04 September 2018; :

- Bahwa Terdakwa | Hariyanti Binti Lutfi melalui Terdakwa Il yaitu Basrul

" Hamid sutiat} membayar angsuran sebanyak 7 (ﬁ'ph) kali, namun pada

g angsuran yang ke-8 (delapan) dan seferusnya sampai sekarang baik

' terdakwa | Hariyanti Binti Luthfi dan Terdakwa Il Basrul tidak membayar
angsuran sedangkan kendaraan yang menjadi objek jaminan fidusia dan
merupakan milik PT.Wow Finance berdasarkan sertifikat Jaminan Fidusia
Nomor. W23.00239932AH.05.01 Tahun 2018 tanggal 28 Desember
2018, berupa 1 (satu) unit mobil merk Toyota Yars Wama Putih,
sebagaimana yang dalam Akta jaminan Fidusia No.120-
Tanggal 06 Desember 2018 tidak ada dalam penguasaan terdakwa |
Hariyanti Binti Luthfi maupun Terdakwa Il Basrul Hamid;

- Bawha pihak PT.Wom Finance saat melakukan penagihan ditanyakan
kepada terdakwa | Hariyanti Binti Luthfi, bah dakwa | Hariyanti Binfi
Luthfi menjelaskan pada saat mengajukan permohonan kredit mobil pada
PT.Wom Finance, mobil tersebut bukan untuk terdakwa | Hariyanti Binti
Luthfi pergunakan melainkan untuk Terdakwa Il Basrul Hamid. Dimana
terdakwa | Haryanti Binti Luthfi hanya selaku atas nama yang
memasukkan identitas pada saat pembelian mobil secara kredit pada
pihak PT.Wom Finance;

- Bahwa sekarang 1 (satu) unit mobil merk Toyota Y#E Wama Putih
tersebut telah terdakwa Il Basnil Hamid alihkan kepadasaksi Fira dengan
harga Rp. 15.000.000 (lima belas juta rupiah) tanpa Whuan PT.

Wom Finance;

- Bah akibat perbuatan fterdak but, pihak PT.Wom Finanace
menderita kerugian sebesar Rp.112.201.000 (seraius dua belas juta dua
ratus seribu rupiah);
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Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan
apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat
dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya,

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum
dengan dakwaan yang berbentuk llhmnif,,sehinggl Majelis Hakim dengan
memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan
altematif ke dua sebagaimana diatur dalam Pasal Pasal 36 Undang-undang
Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia Jo Pasal 55
Ayat (1) Ke-1 KUHPidana, yang unsur-unsumya adalah sebagai berikut :

1.  Unsur"“Setiap orang”,

2. Unsur "Mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan Benda yang
menjadi objek Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23
ayat (2) yang dilakukan tanpa persetujuan tertulis terdebih dahulu dar
Penerima Fidusia” o

3.  Unsur “Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang
trutserta melakukan perbuatan”

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim
mempertimbangkan sebagai berikut: -
Ad.1. Unsur "Setiap orang’”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Setiap orang™ dalam unsurini
adalah setiap orang selaku subjek hukum yang didakwa melakukan sesuatu
tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umumkepadanya dan
yang bersangkutan sedang dihadapkan ke persidangan, apabila perbuatannya
memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan maka orang
tersebut akan dinyatakan sebagai pelaku;

Menimbang, bahwa di persidangan Para Terdakwa telah membenarkan
identitas dinnya sebagaimana yang termuat dalam surat dakwaaan Penuntul
Umum, dan pengakuan Para Terdakwa sepanjang mengenai identiflis diinya
tersebut, temyata telah bersesuaian, serta didukung pula oleh ketgrangan para
saksi, maka Majelis Hakim menilai dalam perkara ini tidak terdapat emor in
persona/kekeliuan dalam mengadii orang, sehingga Majelis Hakim
berpendapatyang dimaksudkan dengan Sefiap orang dalam hal ini adalah Para
Terdakwa yaitu Terdakwa | Hanyat Binti H Luthfi dan Terdakwa Il Basrul Hamid
Alias Basrul Bin Hamid yang selanjutnya akan ditelitf dan dipertimbangkan
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apakah perbuatannya memenuhi unsurunsur dari tindak pidana yang

" didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dar pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim
berpendapat unsur pertama ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa pengertian dan penerapan sub-unsur "Mengalihkan,
menggadaikan, atau menyewakan" dalam hal ini pun bersifat altematif (pilihan),
yang ditunjukkan dengan adanya kata penghubung “atau® dalam rumusan sub-
unsur pasal tersebut, artinya bahwa adanya satu kata atau frase saja dalam
unsur tersebut yang telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa, maka perbuatan
terdakwa tersebut dikatakan telah memenuhi satu unsur secara keseluruhan
atau dengan kata lain Majelis Hakim cukup membuktikan salah satu frase saja
dalam rumusan unsur tersebut untuk menyatakan unsur tersebut terpenuhi;

Menimbang, bahwa maksud dan Jaminan Fidusia adalah Hak Jaminan
Atas benda bergerak, baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan
benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebankan hak
tanggungan sebagaimana dimaksud Undang-Undang No. 4 Tahun 1996
Tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalamepenguasaan Pemben
Fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu, yang memberikan
kedudukan yang di kan kep penerima Fidusia terhadap kreditor lain;

Menimbang, bahwa pasal 23 Ayat (2) berbunyi : Pemberi Fidusia dilarang
mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan kepada pihak lain benda yang
menjadi objek jaminan Fidusia yang tidak merupakan benda persediaan. kecuali
dengan persetujuan terulis terlebih dahulu dari penerima Fidusia;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan penerima fidusia adalah orang
perseorang atau korporasi yang mempunyai piutang yang pembayarannya
dijamin dengan jaminan fidusia;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Objek jaminan Fidusia adalah
benda yang dapat dimiliki dan dialihkan, baik yang berwujud maupun yang tidak
berwujud, yang terdaftar maupun yang fidak ferdaftar, yang bergerak maupun
yang tidak bergerak, yang tidak dapat dibebani hak tanggungan atau Hipotek;

Menimbang, bahwa berd: 1 ket gan saksi-saksi dan keterangan
Terdakwa dan dihubungkandengan barang bukti dalam persidangan di peroieh
fakta hukum bahwa Para Terdakwa diajukan dipersidangan karena adany
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kendaraan 1 (satu) Unit Mobil Toyota Yaris yang dijadikan jaminan Fidusia pada

' PT. Wom Finance Cabang Parepare yang telah dipindah tangankan tanpa
sepengetahuan pembern fidusia PT. Wom Finance;

Menimbang, bahwa awalnya terdakwa |l Basru/ Hamid Alias Basrul Bin

Hamid hendak membeli mobil di PT. Wom Finance akan tetapi terdakwa Il

Basrul Hamid terkendala dengan adminitrasi atau dokumen untuk pembiayaaan

uhlngglmkwnﬂsammnidmrlma/' P dak | Harlyanti Binti
Luthfi untuk mengajukan permohonan kredif pembelian 1 (satu) unit mobil merk
Toyota Yaris Wama Putih kepada PT. Wom Fil dengan menyerah}

data berupa identitas lengkap dan melengkapi persyaratan yang ditentukan,
kemudian setelah seluruh persyaratan dipenuhi oleh terdakwa | Hariyanti pihak
PT. Wom Finance pun melakukan survey dan menyatakan bahwa terdakwa |
Hariyanti Binti Luthfi layak untuk membeli sebuah mobil secara kredit
sebagaimana permohonan yang diajukannya;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa | mengajukan permohonan
pinjaman ke PT. Wom Finance Cabang Parepare tanggal 4 September 2018 di
jalan Bau Massepe No. 256 Kelurahan Labukkang, Kecamatan Ujung Kota
Parepare lalu dibuatiah perjanjian pembiayaan Dengan Nomor: 808400015524
yang harus dipatuhi oleh terdakwa | Hariyanti Binti Luthfi yang mana isi
perjanjiannya memuat kewajiban pembayaran pihak kedua dengan total
kewajiban Rp.135.415.00 (seratus tiga puluh lima juta’empat ratus lima belas
ribu rupiah) dan sefiap bulannya terdak | Hariyanti Binti Luthfi harus
membayar angsuran sebesar Rp. 3.869.000 - (tiga juta delapan ratus enam
puluh Sembilan ribu rupiah) selama 35 (tiga puluh lima) kali / bulan, terhitung
sejak tanggal 04 September 2018;

Menimbang, bahwa Terdakwa | Hariyanti Binti Lutfi melalui Terdakwa Il
yaitu Basrul Hamid sudah membayar angsuran sebanyak 7 (tujuh) kali, namun

pada angsuran yang ke-8 (delapan) dan ya P k g baik
terdakwa | Hariyanti Binti Luthfi dan Terdakwa Il Basrul tidak membayar
angsuran sedangkan kendi yang jadi objek jaminan fidusia dan

merupakan milik PT.Wow Finance berdasarkan sertifikat Jaminan Fidusia
Nomor: W23.00239932 AH.05.01 Tahun 2018 tanggal 28 Desember 2018,
berupa 1 (satu) unit mobil merk Toyota Yans Wama Putih, sebagaimana yang
tercantum dalam Akta jaminan Fidusia No.120,- Tanggal 06 Desember 2018

tidak ada dalam peng terdakwa | Harlyanti Binti Luthfi maupun Terdakwa
Il Basru! Hamid,
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Menimbang, bahwa pihak PT.Wom Finance saat melakukan penagihan

" ditanyakan kepada terdakwa | Hariyanti Binti Luthfi, b a terdakwa | Hariy

Binti Luthfi menjelaskan pada saat mengajukan permohonan kredit mobil pada
PT.Wom Finance, mobil tersebut bukan untuk terdakwa | Hariyanti Binti Luthfi
pergunakan laink untuk Terdak Il Basrul Hamid. Dimana terdakwa |
Hariyanti Binti Luthfi hanya selaku atas nama yang memasukkan identitas pada
saat pembelian mobil secara kredit pada pihak PT, Wom Finance;

Menimbang, bahwa sekarang 1 (my([nn mobil merk Toyota Yans Wama
Putih tersebut telah terdakwa Il Basrul Hamid alihkan kepada saksi Fira dengan
harga Rp. 15.000.000 (lima belas juta rupiah) tanpa sepengetahuan PT. Wom
Finance;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, pihak PT.Wom
Finanace menderita kerugian sebesar Rp.112.201.000 (seratus dua belas juta
dua ratus seribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut di atas.
Majelis Hakim berkesimpulan unsur ke-2 (dua) yaitu “Mengalihkan,
menggadaikan, atau menyewakan Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) yang dilakukan tanpa
persetujuan tertulis terlebih dahulu darl Penerima Fidusia® telah terpenuhi;

a) n n,
Menimbang, bahwa berdasarkan k gan saksi-saksi dan keterangan

Terd: dan dihubungkan dengan barang bukti dalam persidangan di peroleh
fakta hukum bahwa Para Terdakwa diajukan dipersidangan karena adanya
kendaraan 1 (satu) UnitMobil Toyota Yaris yan g dijadikan jaminan Fidusia pada
PT. Wom Finance Cabang Parepare yang telah dipindah tangankan tanpa
sepengetahuan pemberi fidusia PT. Wom Finance;

Menimbang, bahwa awalnya terdakwa Il Basru/ Hamid Alias Basrul Bin
Hamid hendak membeli mobil di PT. Wom Finance akan tetapi terdakwa Il
Basrul Hamid terkendala dengan adminitrasi atau dokumen untuk pembiayaaan
sehingga terdakwa Il Basru/ Hamid meminta kepada terdakwa | Hariyanti Binti
Luthfi untuk mengajukan permohonan kredit pembelian 1 (satu) unit mobil merk
Toyota Yaris Wama Putih kepada PT. Wom Finance dengan menyerahkan
data berupa identitas lengkap dan melengkapi persyaratan yang ditentukan,
k dian setelah seluruh persyaratan dipenuhi oleh terdakwa | Hariyanti pihak
PT Wom Finance pun melakukan survey dan menyatakan bahwa terdakwa |
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Harlyanti Binti Luthfi layak untuk membeli sebuah mobil secara kredit

" sebagaimana permohonan yang diajukannya;

Menimbang, bahwa kemudian Terdak I gajukan p honan
pinjaman ke PT. Wom Finance Cabang Parepare tanggal 4 September 2018 di
jalan Bau Massepe No. 256 Kelurahan Labukkang, Kecamatan Ujung Kota
Parepare lalu dibuatiah perjanjian pembiayaan Dengan Nomor. 808400015524
yang harus dipatuhi oleh terdakwa | Hariyanti Binti Luthfi yang mana isi
perjanjannya memuat kewajiban pumqam pthak kedua dengan total
kewajiban Rp.135.415.00 (seratus tiga puluh lima juta empat ratus lima belas
ribu rupiah) dan setiap bulannya terdakwa | Hariyanti Binti Luthfi harus
membayar angsuran sebesar Rp. 3.869.000 - (tiga juta delapan ratus enam
puluh Sembilan ribu rupiah) selama 35 (tiga puluh lima) kali / bulan, terhitung
sejak tanggal 04 September 2018;

Menimbang, bahwa Terdakwa | Hariyanti Binti Lutfi melalui Terdakwa Il
yaitu Basrul Hamid sudah membayar angsuran sebanyak 7 (tujuh) kali, namun
pada angsuran yang ke-8 (delapan) dan seterusnya sampai sekarang baik
terdakwa | Haryanti Binti Luthfi dan Terdakwa Il Basrul tidak membayar
angsuran sedangkan kendaraan yang menjadi objek jaminan fidusia dan
merupakan milik PT.Wow Finance berdasarkan sertifikat Jaminan Fidusia
Nomor: W23.00239932.AH.05.01 Tahun 2018 tanggal 28 Desember 2018,
berupa 1 (satu) unit mobil merk Toyota Yaris Wama Putih, sebagaimana yang
tercantum dalam Akta jaminan Fidusia No.120,- Tanggal 06 Desember 2018
tidak ada dalam peng 1 terdakwa | Haniyanti Binti Luthfi maupun Terdakwa
Il Basrul Hamid,

Menimbang, bahwa pihak PT.Wom Finance saat melakukan penagihan
ditanyakan kepada terdakwa | Hariyanti Binti Luthfi, dan terdakwa | Hariyanti
Binti Luthfi menjelaskan pada saat mengajukan permohonan kredil mobil pada
PT.Wom Finance, mobil tersebut bukan untuk terdakwa | Hariyanti Binti Luthfi
pergunakan melainkan untuk Terdakwa Il Basrul Hamid. Dimana terdakwa |
Hariyanti Binti Luthfi hanya selaku atas nama yang memasukkan identitas pada
saat pembelian mobil secara kredit pada pihak PT.Wom Finance;

Menimbang, bahwa sekarang 1 (satu) unit mobil merk Toyota Yaris Wama
Putih tersebut telah terdakwa |l Basrul Hamid alihkan kepada saksi Fira dengan
harga Rp. 15.000.000 (lima belas juta rupiah) tanpa sepengetahuan PT. Wom
Finance;
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Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, pihak PT.Wom

" Fi e derita kerugian seb Rp.112.201.000 (seratus dua belas juta

dua ratus seribu rupiah);

Menimbang, bahwa berd uraian fakia hukum tersebut di atas
Majelis Hakim berkesimpulan unsur ke-3 (tiga) yaitu “melakukan dan turut serta
melakukan perbuatan”telah terpenuhi;

P
/

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dan Pasal 36 Undang-
undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia
telah terpenuhi, maka Para Terdakwa harusiah dinyatakan telah terbukti secara
sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam
dakwaan altem atif ke dua;

Menimbang, bahwa dari fakta hukumyang terungkap di persidangan tidak
terdapat hﬂhdwommmMMaMMn pemaaf

pun alasan pemb oleh karenanya Para Terdakwa dapat dimintakan
pertanggung jawaban atas perbuatan pidana yang dilakukannya, maka atas
kesalahannya, kepada Para Terdakwa haruslah dijatuhi pidana setimpal dengan
perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-perimbangan tersebut
diatas dihubungkan dengan ketentutan Pidana pada Pasal 36 Undang-undang
Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, maka tepat
dan adil kepada Terdak perlu diterapk pidana p b bagai
ditentukan dalam Pasal 14 (a) Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa dalam perk ini terhadap Para Terdak telah
dikenakan penahananyang sah, maka penahanan tersebutharus dikurangkan
seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan,

Menimbang, bahwa terhadap permohonan dar Para Terdakwa, Majelis
Hakim Berpendapat oleh karena seluruh unsurdaiam Dakwaan Penuntut Umum
telah terpenuhi, maka Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan
permohonan Para Terdakwa fersebut secara tersendiri, akan tetapi
diperimbangkan bersama dengan keadaan yang memberatkan dan keadaan
yang meringakan bagi diri Para Terdakwa;
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Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan
untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:
Menimbang, bahwa b g bukti berupa : 1 (satu) unit Mobil Toyota
Yaris E A/T, Tahun pembuatan 2010, Wama Putih, Stiker hitam pada bagian
kap mesim, atap bagian atas dan pintu belakang, Nomor Polisi yang terpasang
pada bagian depan DD 280 AK, Nomor Mesin 1NZ-Y184240, Nomor Rangka
MROS4HY91A4652154,  Serifikat  ‘Jaminan  Fidusia  Nomor
W23.00239932 AH.50.01 Tahun 2018 Tanggal: 28-12-2018, Jam:04:51:47, Akta
Jamina Fidusia Nomor 120 Tanggal 06 Desember 2018, Surat Kuasa
Pembebanan Jaminan Fidusia, Surat Persetujuan dan kuasa Penarikan
Jaminan, Peranjan Pembiayaan, Foto Copy Dokumen Kendaraan Obyek
Fidusia (BPKB, STNK), Kwitansi Penerimaan dana yang diterima Lel. BASRUL
dan Saksi FIRA, Surat Peringatan, Kartu Piutang Konsumen, Surat Pemyataan
dan Jaminan, Surat Pemyataan Debitur telah disita dari PT. WOM FINANCE
maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada PT. WOM FINANCE;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pid terhadap Para T

maka perlu dipertimbangk ih dahulu kead yang beratkan dan
yang merningankan Para Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan: i

-  Perbuatan Para Terdakwa dapat ditiru oleh orang lain sehingga

i Cavids Pamhi
ga ¥ Y

Keadaan yang meringankan:
«~  Para Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Para Terdakwa bersikap sopan sel; persidangan;

- Para Terdakwa belum pernah dihukum,

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka
harusiah dibebani pula untuk membayar biaya perkara,

Memperhatikan, Pasal Pasal 36 Undang-undang Republik Indonesia
Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia dan Undang-undang Nomor 8
Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan
lain yang bersangkutan:
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MENGADILI:

1.  Meny 1 Para Terdakwa yaitu Terdakwa | Hariyati Binti H Luthfi dan
Terdakwa Il Basrul Hamid Alias Basrul Bin Hamid, telah terbukti secara
sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Bersama-sama
Turut Serta Melakukan Mengalihkan benda yang menjadi obyek
jaminan Fidusia yang dilakul tanpa p j tertulis terlebih
dahulu dari Penerima Fidusia”;

2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan
pidana penjara masing-masing selama 8 (delapan) Bulan, serta Pidana
Denda masing-masing sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah)
dengan ket pabila denda but tidak dibayarkan maka diganti
dengan Pidana K g 1 (satu) Bulan;

3. Menetapkan bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Para Terdakwa tidak
periu dijalani, kecuali dikemudian han berdasarkan putusan yang telah
memperoleh kekuatan hukum tetap, terdakwa terbukti melakukan tindak
pidana sebelum berakhir masa percobaan selama 1 (satu) Tahun;

4. Menetapkan bahwa masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa
dikurangkan seluruhnyadan pidana yang dijatuhkan;

5. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit Mobil Toyota Yaris E A/T, Tahun pembuatan 2010,
Wama Putih, Stiker hitam pada bagian kap mesim, atap bagian atas
dan pintu belakang, Nomor Polisi yang terpasang pada bagian depan
DD 280 AK, Nomor Mesin 1NZ-Y184240, Nomor Rangka
MRO54HY91A4652154,

- Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor. W23.00239932.AH.50.01 Tahun
2018 Tanggal: 28-12-2018, Jam:04:51:47;

Akta Jaminan Fidusia Nomor 120 Tanggal 06 Desember 2018,

- Surat Kuasa Pembebanan Jaminan Fidusia;

Surat Persetujuan dan kuasa Penarikan Jaminan;

- Penanjan Pembiayaan;

- Foto Copy Dokumen Kendaraan Obyek Fidusia (BPKB, STNK);

- Kwitansi Penerimaan dana yang diterima Lel. BASRUL dan Saksi

FIRA;
Surat Peringatan;
- Kartu Piutang Konsumen;
- Surat Peryataan dan Jaminan,
- ' Surat Pemyataan Debitur;
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- Dikembalikan kepada PT. WOM FINANCE;
" 6. Membebankan agar Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-
masing sejumiah Rp. 2.000,-(dua ribu rupiah) ;

Demikianiah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan Negeri Pare-Pare, pada hari Rabu, tanggal 29 April 2020, oleh
kami, Khusnul Khatimah, 8.H. MH., sebagai Hakim Ketua, Krisfian Fatahila,
S.H., dan Bonita Pratiwi Puti, SH., MI-(, masing-masing sebagai Hakim
Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis
tanggal 30 April 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim
Anggota tersebu!, dibantu oleh Rusdi Ali SH., Panitera Pengganti pada
Pengadilan Negeri Pare-Pare, serta dihadiri oleh Syahmul, $.H., PenuntutUmum

dan Terdakwa menghadap sendiri;
Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Krisfian Fatahila, S H., Khusnul Khatimah, S H., M.H.,

Bonita Pratiwi Putri, SH., MH.,
Panitera Pengganti, -

Rusdi Ali, SH.,
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